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ABSTRACT

The study is aimed to identify factors influence to the local income (tax);
to analyse elasticity of the respective factors and to formulate some efforts for
enhancing the local income.

Multiple regression has been employed to estimate the local income (tax)
model using secondary data (yearly) from 1980 to 2000 (N = 21). The observed
taxes in the study among others are: hotel and restaurant tax, amusement tax,
advertisement tax, road lighting tax and parking tax.

The results showed that the dominant factors influence toward tax local
income in Semarang Regency are: (1) population; (2) electricity customers; (3)
income percapita; (4) numbers of tax collector; and (5) number of visitor. In order
to induce the tax local income, therefore the study recommended several efforts
such as: (1) to re-assess the minimum limit of 900 watts for new customers of
electricity; this limit might need to be flexible to accommodate the customers’
demand; (2) to fasilitate a favour climate for people income echancement; (3) to
attrack more visitor to enter Semarang Regency; (4) to review the parking designs
and follow-up with upgrading the local regulations.

The data observed by this study is using serial time in year basis with
N = 21. Due to limited data the study can not expand the range of sample beyond
N = 21. This should be taken in account for the future research in order to get
more variability in analysis. Moreover to provide more depth analysis then
qualitative analysis should be elaborated in the future research.
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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional 2000 - 2004, bahwa program penataan
pengelolaan keuangan daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional,
efisien, transparan dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai
adalah semakin meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah secara
signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan
pembangunan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.25
Tahun 1999 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber
dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangén yang berlaku. Sumber-
sumber yang dapat digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan
terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan
milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang
dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kontribusi
sumber-sumber pendapatan' asli daerah Kabupaten Semarang terhadap
total penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel sebaga_.i

berikut ;
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Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah
tethadap total pendapatan asli daerah rata-rata selama sepuluh tahun
adalah 30,26%, retribusi daerah 56,03%, bagian laba perusahaan daerah
4,27%, penerimaan dinas-dinas daerah 4,17% dan penerimaan lain-lain
4,38%. Sedangkan kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah
terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota se Wilayah
Pembangunan 1 yang terdiri dari : Kab.Grobogan, Kab.Demak,
Kab.Semarang, Kab.Kendal., Kota Salatiga dan Kota Semarang pada

periode yang sama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah rata-rata
selama sepuluh tahun adalah 36,76%, retribusi daerah 42,65%, bagian laba
perusahaan daerah 2,63%, penerimaan dinas-dinas daerah 6,81% dan
penerimaan lain-lain 11,40%. Jadi sumbangan pajak dacrah sebagai
sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang lebih rendah
dibanding Kabupaten/Kota se Wilayah Pembangunan I. Sebagai alat
untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah
(Suparmoko, 2000:96), penerimaan pajak perlu ditingkatkan. Banyak
faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak ini.

Adapun untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak daerah
terhadap APBD Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.3. di

bawah ini:
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Berdasarkan data pada Tabel 1.3. tersebut di atas menunjukkan
bahwa sumbangan pajak daerah terhadap APBD Kabupaten Semarang
rata-rata selama 10 tahun sebesar 5,99%, sedangkan Kabupaten/Kota se
Wilayah Pembangunan I sebesar 9,51%. Dengan demikian sumbangan
pajak daerah terhadap APBD masih rendah dan perlu ditingkatkan. Untuk
meningkatkan penerimaan péjak daerah perlu diketahui faktor-faktor yang
mempengaruhi penerimaan pajak daerah, sehingga penelitian terhadap
faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah perlu
dilakukan.

Untuk mengetahui pencapaian target dan perubahan realisasi

penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut :
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Tabel 1.4, tersebut dil atas menunjukkan bahwa perubahan realisasi
penerimaan pajak daerah -rata-rata selama 10 tahun di Kabupafen
Semarang sebesar 16,99% lebih rendah dibanding Kabupaten/Kota se
Wilayah Pembangunan I yaitu sebesar 18,66%. Sedangkan dari aspek
perubahan tahunan ternyata penerimaan pajak daerah baik Kabupaten
Semarang maupun Kabupaten/Kota se Wilayah Pembangunan I adalah
fluktuatif di mana kadang-kadang lebih tinggi tetapi juga kadang-kadang
lebih rendah. Kondisi demikian menyebabkan kesulitan dalam melakukan
prediksi pencrimaan‘ pajak tahun yang akan datang khususnya dalam
penyusunan RAPBD yang semakin meningkat. Untuk itu perlu dilakukan
penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Untuk mengetahui besarnya penerimaan masing-masing jenis
pajak daerah Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.5 sebagai

berikut :
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Untuk lebih jelasnya kontribusi rata-rata masing-masing jenis
pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah tersebut dapat
diperiksa pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Prosentase Kontribusi Rata-rata Penerimaan Jenis Pajak Daerah

TerhadapTotal Penerimaan Pajak daerah Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 1990/1991 s/d 1999/2000

7141%

80.00
60.00
40.00

20.00

~ Sumber : Dipenda Kab.Semarang, diolah

Keterangan :
1 Pajak Pembangunan |
Pajak Hiburan
Pajak Rekiame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Galian C
Pajak Parkir
Pajak Lain

N O R W N

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa sumbangan masing-
masing jenis pajak daerah terhadab total penerimaan pajak daerah adalah
pajak pembangunan I : 11,71%, pajak hiburan : 2,32%, pajak reklame :
1,90%, pajak peherangan jalan : 77,47%, pajak pengambilan bahan galian

golongan C : 0,19% dan pajak parkir 3,25%. Sedangkan pajak lainnya
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sebesar 6,67% merupakan penjumlahan dari 8 jenis pajak yang dihapus
sebagai pajak daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU No.18/1997. Jadi
pajak yang dominan di Kab. Semarang adalah : (1) Pajak Penerangan
Jalan, (2) Pajak Pembangunan I dan (3) jenis pajak lain, sedangkan pajak
lainnya kontribusinya sangat kecil.

Melalui penelitian ini diharapkan faktor-faktor vyang
mempengaruhi penerimaan masing-masing jenis pajak daerah dapat
diidentifikasi.

Sementara ini penelitian tentang permasalahan tersebut belum
banyak dilakukan, di mana hasil penelitian topik sejenis yang berhasil
ditemui kebanyakan menganalisis sumber-sumber penerimaan daerah dari
aspek besarnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan
menggunakan pendekatan statistik diskriptif seperti trend, dll. (Jamli &
Rahayu, 1997, Didik, 1998, Andi, 1998, Surati, 2000, Ristiyati, 2000).
Namun belum banyak' penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi pajak daerah dengan ‘pendekatan model ekonometrika.
Selain dari itu kontribusi pajak daerah di Kabupaten Semarang terhadap
total penerimaan daerahnya adalah masih relatif rendah, sehingga yang
menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa pajak daerah di
daerah penelitian adalah rendah dan faktor-faktor apa yang
menyebabkannya. Penelitiaﬁ tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
peneriman pajak daerah yang ditemui juga masih terbatas pada dua atau

tiga variabel independen seperti yang telah dilakukan oleh Lains, (1985)




1.2,
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dan Sriyana, (1999). Oleh karena itu, maka penelitian ini dirasakan sangat

tepat untuk dilakukan sekarang ini khususnya dalam rangka untuk
mempersiapkan era otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut penelitian
ini mengambilan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

penerimaan pajak daerah (Studi kasus di Kabupaten Semarang)”.

Perumusan Masalah

Pajak sebagai penerimaan pemerintah merupakan salah satu alat
yang cukup penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya,
terutama sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran
guna menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi serta pertumbuhan
ekonomi yang cukup (Miyasto, dkk, 1990). Menurut PP No.65 Tahun
2001 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu pajak dapat digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jédi
untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah diperlukan pajak yang memadai. Kenyataannya di
Kabupaten Semarang penerimaan pajaknya adalah rendah. Hal ini terlihat
dari perbandingan rata-rata sumbangan penerimaan pajak daerah terhadap
APBD selama 10 tahun antara Kabupaten Semarang sebesar 35,99%

dengan Kabupaten/Kota se wilayah Pembangunan 1 sebesar 9,51%.
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1.3.

1.3.1.

Rendahnya penerimaan

penerimaan masing-masin
penelitian ini adalah renda
beberapa pertanyaan yang

dan rumusannya sebagai be

14

pajak daerah ini menunjukkan rendahnya
g jenis pajak daerah. Jadi permasalahan
hnya penerimaan pajak daerah, sehingga ada
akan dicari jawabannya melalui penelitian ini

rikut ;

(1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

(2) Seberapa besar pengaruh masing-masing faktor (komponen pembentuk

pajak daerah) terhadap g
Mengingat masing
karakteristik berbeda-beda,
variabel apa saja yang ak:

Semarang.

Tujuan Dan Manfaat |

Tujuan
Tujuan dari peneliti

faktor-faktor yang memper

benerimaan pajak daerah.
-masing jenis pajak daerah mempunyai
maka perlu identifikasi secara cermat variabel-

in mempengaruhi pajak daerah di Kabupaten

Hasil Penelitian

an ini secara umum adalah untuk menganalisis

igaruhi penerimaan pajak daerah guna untuk

memberikan rekomendasi atas upaya-upaya peningkatan pajak daerah di

Kabupaten Semarang. Sedémgkan tujuan secara khusus adalah sebagai

berikut :

(1) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

penerimaan pajak da

arah.
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(2) Untuk menganalisis elastisitas masing-masing faktor pembentuk

yang diamati terhadap penerimaan pajak daerah.
1.3.2. Manfaat
Adapun manfaat penelitian ini adalah :

(1) Dengan mengetahui pengaruh masing-masing faktor yang
mempengaruhi penerimaan pajak daerah dapat dipakai sebagai
informasi bagi Kabupaten Semarang dalam perumusan kebijakan
peningkatan penerimaan pajak daerah.

(2) Memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ekonomi
pembangunan khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

S oo s ey ey s g e e . B + e e g e p——




2.1.

BAB 1I
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA
PEMIKIRAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif
pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang,
pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak
ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya
(Mangkoesoebroto, 1998:181). Sedangkan yang dimaksud dengan pajak
daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan pembangunan daerah (PP.65/ 2001 : Ps.1). Pajak dacrah dapat disebut
pula pajak regional ialah pungutan-pungutan yang dikutip oleh pemerintah
regional dengan kewenangan hukﬁm yang manapun (Davey, 1988:30).

Ditinjau dari jenisnya, menurut UU No.34 Tahun 2000 dan
Peraturan Pemerintah RI No.65 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001,
Pajak Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari : (1) pajak hotel, (2) pajak
restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan,

(6) pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan (7) pajak parkir.

s g e b e g feer e e e e s -
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Pajak-pajak tersebut ada beberapa yang sudah berlaku cukup lama,
namun ada pula yang belum diberlakukan karena masih relatif baru dan
belum dikeluarkan Perda-nya. Pajak hotel dan restoran (dengan nama
Pajak Pembangqnan I), pajak hiburan, pajak reklame dan pajak
penerangan jalan sudah berlaku cukup lama di Kabupaten Semarang.
Sedangkan pajak pengambilan bahan galian golongan C semula
merupakan pajak daerah Tingkat I (Propinsi) berdasar UU No.18 Tahun
1997, pajak parkir merupakan jenis pajak yang masih baru dan saat ini
belum diberlakukan, yang. berlaku saat ini adalah retribusi parkir.
Mengingat pajak pengambilan bahan galian golongan C belﬁm
diberlakukan di daerah yang bersangkutan, maka dalam penelitian ini tidak
dibahas.

Ditinjau dari obyek pajak, subyek pajak, wajib pajak dan dasar
pengenaan pajak masing-masing pajak daerah menurut PP No.65 Tahun

2001 dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini :
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Tabel 2.1.

Profil Jenis-Jenis Pajak Daerah
di Kabupaten Semarang

18

NO. JENIS OBYEK SUBYEK WAIIB DASAR
PAJAK PATAK PAJAK PAJAK PENGENAAN
. PAJAK
1. Pajak Hotel | Pelayanan yang | Orang pribadi atau | Pengusaha Jumlah pemba-
disediakan hotel | badan yang melakukan | hotel yaran yang dila-
dengan  pemba- | pembayaran kepada kukan kepada
yaran hotel hotel
2, Pajak Pelayanan yang | Orang pribadi atau | Pengusaha Jumlah pemba-
Restoran disediakan  res- | badan yang melakukan | restoran yaran yang dila-
toran dengan | pem-bayaran  kepada kukan kepada
pembayaran restoran restoran
3. Pajak Penyelenggaraan | Orang pribadi atau | Orang pribadi | Jumlah pemba-
Hiburan hiburan  dengan | badan yang menonton | ataw  badan | yaran atau yang
dipungut bayaran | dan atau penikmati | yang menye- | seharusnya di-
hiburan lenggarakan bayar untuk me-
hiburan nonton dan/ atau
menikmati  hi-
buran
4. Pajak Semua penyeleng- | Orang pribadi atau ba- | Orang pribadi | Nilai sewa re-
Reklame garaan reklame dan yg omenyeleng- | atau  badan | klame
garakan atau melaku- | yang menye-
kan pemesanan reklame | lenggarakan
reklame
5. Pajak Pengguna tenaga | Orang pribadi atau ba- | Orang pribadi | Nilai jual tena-
Penerangan | listrik di wilayah | dan yg menggunakan | atav badan yg | ga listrik
Jalan dacrah yg tersedia | tenaga listrik menjadi  pe-
penerangan jalan langgan listrik
yg rckeningnya dan/ataun
dibayar oleh Pe- pengguna
merintah Daerah tenaga listrik.
6. Pajak Parkir | Penyelenggaraan | Orang pribadi atau ba- | Orang pribadi | Jumlah pemba-

tempat parkir di-
luar badan jalan,
baik yg disedia-
kan berkaitan de-
ngan pokok usaha
maupun yg dise-
diakan sebagai su-
atu usaha, terma-
suk tempat peni-
tipan kendaraan
bermotor yg me-
mungut bayaran

dan vz melakukan
pembayaran atas tempat
parkir

atau badan yg
menyelengga-
rakan tempat
parkir

yaran atau yg
seharusnya  di-
bayar untuk pe-
makaian tempat
parkir

Sumber : PP No.65 Tahun 2001.

Obyek pajak yang tertuang dalam Tabel 2.1, merupakan pajak atas

produk jasa yaitu jasa pelayanan, kecuali pajak penerangan jalan yang
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dikenakan atas konsumsi listrik. Ditinjaun dari prinsip pembebanan,
menurut Musgrave & Musgrave (1991) dapat dibagi menjadi 2 golongan,
yaitu : (1) Pajak per unit yaitu pajak produk yang dikenakan kepada setiap
unit produk, dan (2) Pajak ad valorem yaitu pajak produk yang dikenakan
dalam prosentase tertentu atas harga produk.

Berdasarkan pada jenis pajak tersebut di atas dapat diinventarisir
jenis-jenis pajak yang dipunéut oleh Kabupaten Semarang sebagai berikut:

2.1.1. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
Sebelum melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

penerimaan pajak daerah perlu ditinjau penilaian terhadap pajak daerah

yang dilakukan oleh Devas, dkk. (1989). Pajak Hotel
Pajak ini mempunyai potensi yang cukup besar dan tidak
krisis ekonomi secara berarti. Ada kecenderungan bahwa s
mayoritas adalah golongan kaya karena kelompok
membelanjakan uangnya - dengan porsi yang lebi

pendapatannya untuk hotel dan restoran. Dalam menen

dan Restoran.
rerkena dampak
somen pajak ini
ini cenderung
h besar dari

fukan nilai dan

memungut pajak tidak sulit (Devas, dkk, 1989) tetapi dalam hal kontrolnya

relatif lemah karena banyak usaha hotel dan restor
mengeluarkan kuitansi. Nilai kena pajak pada praktek
melalui pgrundingan antara petugas pajak dengan pihak hqg
dapat memberi peluang terjadinya penyelewengan. S

penerimaan daerah, pajak ini adalah sangat potensial untu

an yang tidak
inya ditetapkan
tel dan restoran
ebagai sumber

¢ dikembangkan

mengingat obyek pajaknya jelas dan tempat memungut sama dengan
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tempat beban pajak. Berdasarkan hasil pengamatan Devas, dkk (1989)
hanya kota-kota besarlah ya.ng dapat menggali penerimaan dari pajak ini.
Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Miyasto (1998), bahwa unfuk
kota-kota besar dan daerah pariwisata pajak ini sangat potensial untuk
digali.

Pajak Hiburan. Pajak ini disebut juga pajak pajak tontotan atau
pajak pertunjukan atau keramaian. Pajak hiburan menghasilkan lebih dari
30% dari penerimaan total pajak daerah namun peranannya dalam tahun-
tahun terakhir terus menurun karena jumlah televisi dan video yang
semakin besar (Devas, dkk, 1989). Pajak ini dapat dikatakan cukup adil,
karena tontonan barang mewah dan tarif biasanya berbeda-beda menutut
jenis tontotan (Devas, dkk, 1989). Tarif tontotan tradisional dikenakan
lebih rendah dari jenis tontotan moderen. Sebagai sumber penerimaan
daerah pajak ini dapat dikatakan cocok, karena tempat hiburan mudak
diketahui (Devas, dkk, 1989). Tetapi manfaatnya lebih banyak digali oleh
wilayah-wilayah kota besar. Menurut Miyasto (1998), peranan pajak
hiburan cenderung menurun karena semakin meningkatnya jumlah rumah
tangga yang memiliki video dan televisi dan semakin banyaknya acara-
acara sinetron yang dapat diﬁikmati oleh masyarakat.

Pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir
dikenakan atas produk layanan yang diberikan oleh kepada penggunanya.
Hasil produk layanan yang dibeli oleh pengguna jasa dikenakan pajak

dengan tarip tertentu yang secara umum diatur dalam PP No.65 Tahun
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2001). Menurut Mangkoesoebroto (1998:217) pendapatan
menggambarkan ukuran kemampuan seseorang dalam membayar pajak.
Sedangkan besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh
pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik
pusat maupun daerah (Musgi‘ave and Musgrave, 1989; Anwar Shah, 1989
dalam Sriyana, 1999). Dalam konteks pajak hotel dan restoran maka
faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran
antara lain : (1) harga, (2) pendapatan perkapita, (3) jumlah penduduk
yang secara spesifik dapat diwakili oleh konsumen hotel dan restoran
sebagai subyek pajak (PP 65/2001) yaitu jumlah wisatawan, dan (4)
jumlah wajib pajak (PP 65/2001) yaitu jumlah hotel. Demikian pula jika
diterapkan dalam konteks pajak hiburan, maka faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan adalah: (1) harga, (2)
pendapatan perkapita, dan (3) jumlah penduduk sebagai subyek pajak (PP
65/2001). Adapun jika diterapkan dalam konteks pajak parkir, faktor yang
berpengaruh antara lain meliputi : (1) harga, (2) pendapatan perkapita, dan
(3) jumlah kendaraan yang merupakan subyek pajak (PP 65/2001).
2.1.2, Pajak Reklame

Penilaian yang dilakukan oleh Devas, dkk. (1989), bahwa sebagian
besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang kabupaten/kota) menarik
pajak atas tanda papan reklame di daerahnya. Tarif pajaknya sangat rumit
antara lain berdasarkan ukuran reklame dan jangka waktu pemasangan,

serta harus ditinjau secara teratur agar sejalan dengan inflasi. Hasil dan
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laju pertumbuhan hasil cukup tinggi. Pajak reklame tidak menimbulkan
masalah keadilan atau efisiensi ekonomi dan mudah dilaksanakan. Pajak
ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat obyek pajak
dapat dengan mudah diketahui (Devas, dkk, 1989).

Berdasarkan PP 65/2001, pajak reklame dikenakan atas nilai sewa
reklame, sehingga besar kecilnya nilai sewa reklame tergantung seberapa
banyak orang pribadi atau badan yang memasang reklame. Minat untuk
memasang reklame antara lain ditentukan oleh seberapa besar kepentingan
orang/badan untuk memperkenalkan produk barang atau jasa. Pihak yahg
paling berkepentingan dengan pemasangan reklame adalah produsen
barang dan jasa yang merupakan obyek pajak. Dengan demikian dasar
pengenaan pajaknya dapat didekati dengan seberapa banyak produsen
barang dan jasa yang ada, walaupun tidak semua produsen memasang
reklame. |

Nilai sewa reklame tergantung jumlah, lokasi penempatan, jenis,
jangka waktu penempatan, -dan ukuran media reklame. Disamping itu
dipengaruhi pula oleh banyaknya media reklame yang bukan obyek pajak
reklame antara lain internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan,
warta bulanan dan sejenisnya. Obyek pajak tersebut sulit untuk dijangkau

oleh pemerintah.
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|

2.1.3. Pajak Penerangan Jalan

2.2.

Devas, dkk. (1989) juga menilai pajak penerangan jalan. Pajak ini
dipungut untuk pemerintah daerah oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN)
dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil,
karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan
bayar. Pajak penerangan jalan boleh dikatakan cocok untuk penerimaan
daerah,

Menurut PP No. 65/2001, Wajib pajak penerangan jalan adalah
orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau
pengguna tenaga listrik dengan dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual
tenaga listrik yang dipakai. Jadi potensi pajaknya adalah pelanggan listrik.

Sumber-sumber pajak daerah tersebut kemudian dilakukan
pemungutan yaitu suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya {UU No.34 Tahun 2000). Rangkaian kegiatan tersebut
dilakukan oleh. petugas pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Semarang. Dengan demikian jumlah petugas pajak diduga berpengaruh

terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah.

Studi Terdahulu

Kajian terhadap beberapa studi topik sejenis dengan penelitian ini

yang berhasil ditemui antara lain :
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1) Hinrichs (1965, 1966) dan Musgrave (1969) dalam Musgrave and

Musgrave (1989), telah membuktikan hipotesis yang menyatakan
bahwa rasio pajak total dan sumbangan dari pajak langsung dalam
penerimaan pajak total naik dengan meningkatnya pendapatan per
kapita. Alat analisis yang digunakan adalah regresi dengan sampel

negara-negara maju dan terbelakang.

2) Nawang Astaning Widhihastuti (2000), melakukan analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Jawa Timur tahun
1987-1998.
Model : PAD =F (YKHK, KG, W)
Keterangan : PAD = pendapatan asli daerah di Propinsi Jawa Timur,
YKHK = PDRB Propinsi Jawa Timur, KG = jumlah kendaraan
bermotor, dan W = jumlah wisatawan. Hasil estimasi model disajikan
dalam tabel sebagai berikut :
| Tabel 2.2.
Hasil Estimasi Model Pendapatan Asli Daerah
PAD =F (YKHK, KG, W)

Variabel dependen : PAD

Regressor | Koefisien | T-statistik Prob. Keterangan

C -285642,3 -10,12946 0,0000 R*=0,9836
YKHK 0,012613 4,898493 0,0012** | DW =1,3673
KG 0,131272 6,320449 0,0002**

4 0,002481 2,171895 0,0616 *

Keterangan : ** o : 5%, * o 10%

Kesimpulan : PAD Jawa Timur dipengaruhi oleh PDRB, jumlah

kendaraan bermotor dan jumlah wisatawan.
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Alfian Lains (1985), dalam kajian terhadap data historis tentang

pendapatan daerah dalam ekonomi orde baru diperoleh temuan bahwa

relatif rendahnya penerimaan pajak daerah dan pajak sentral di

Indonesia erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat yang masih

rendah. Data yang digunakan adalah data keuangan daerah di

Indonesia untuk periode 1973/74 — 1980/81.

I Agus Wantara (1997), melakukan analisis pendapatan asli daerah dan

batuan pemerintah pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Model yang digunakan untuk analisis pajak daerah :

PD=F(II, YK, KG, W).

Keterangan : PD = Pajak daerah, II = Inflasi, YK= PDRB perkapita,

KG = jumlah kendaraan bermotor, dan W = jumlah wisatawan

domestik dan asing. Hasil estimasi seperti pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.3.

Hasil Estimasi Model Analisis Pajak Daerah
PD=F (11, YK, KG, W)

Variabel dependen : PD

Regressor Multiplier T-ratio R* DW
C 628,47 0,70829 0,9762 2,0791
I 20,052 1,6212
YK 3,1514- 0,45231
KG 0,023787 3,1234 a)
W 0,522610 2,2280 b)

a) Tingkat signifikansi 1%
b) Tingkat signifikansi 5%

Kesimpulan :
- Jumlah kendaran bermotor mempunyai pengaruh yang signifikan
pada alpha 1%

- Jumlah wisatawan berpengaruh secara signifikan pada alpha 5%
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- Inflasi dan pendapatan perkapita tidak signifikan pada alpha 5%
Jaka Sriyana (1999), meneliti hubungaﬁ kevangan pusat daerah,
reformasi perpajakan dan kemandirian pembiayaan pembangunan
daerah. Model yang digunakan untuk menganalisis pajak daerah :
Pajak = F (Yk, Pd)
Keterangan : Yk = pendapatan perkapita dan Pd = jumlah penduduk
Data yang digunakan adalah data 27 Propinsi tahun 1995.
Temuannya untuk pajak daerah :
Pajak = 0,85 Yk + 0,79 Pd

@98*  (1,78)
F=62
R*=0,51
*) signifikan pada alpha 5%
Kesimpulannya bahwa variabel pendapatan perkapita (Yk) dan jumlah
penduduk (Pd) merupakan variabel yang cukup penting menentukan
PAD dan pajak baik untuk Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat
II.
Ahmad Jamli dan Astuti Rahayu (1997), menganalisis Pajak
Pembangunan [ Perhotelan sebagai sumber pendapatan asli daerah
(Studi Kasus Kotamadya Yogyakarta). Dalam studinya melakukan
peramalan penerimaan PP-I1 Perhotelan untuk jangka waktu 5 tahun

yang akan datang, dengan alat analisis trend eksponensial. Data yang

digunakan adalah data penerimaan tahun 1985/1986 s/d 1994/1995.
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Trend eksponensial yang diperoleh adalah Y = 446,307 . 813,4

|
|
(1,17191493)% |

Di mana : Y = trend penerimaar? selama 1 tahun, dan X = unit waktu
\

(tahun). ;
Kesimpulan : Penerimaan PP-Ii Perhotelan untuk 5 tahun yang akan
datang selalu mengalami kenaikan yang semakin tinggi, dan hal ini
menggambarkan prospek penerimaan pajak yang menggembirakan
tahun-tahun yang akan détang.
Didik Koeswadi Sulistyo (1998),3 melakukan penelitian yang bertujﬁan
untuk mengetahui kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah
dan mengenai perkembangan I:’AD tahun 1992/1993 - 1997/1998.
\
Rumus yang dipakai : (PAD/PD\)*100%, di mana PAD;= pendapatan
asli daerah pada tahun t, PDtl = penerimaan daerah pada tahun t.
Kesimpulannya PAD Propinsi Jawa Tengah kecil dengan kontribusi
rata-rata  19,24% terhadap to;tal penerimaan daerah, sedangkan
perkembangan per tahun 'rata-l;ata 19,24%.
Andi Kusuma Negara (1998), IJnelakukan penelitian yan'g bertujuan
menganalisis kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah,
analisis perkembangan PADS, dan evaluasi derajat sentralisasi. Rumus
yang dipakai : (PADS/PD,)*100%, di mana PADS; = pendapatan asli
daerah sendiri pada tahun t, PD;t = penerimaan daerah pada tahun t.
Kesimpulannya PADS Kabupate?n Dati II Kudus relatif kepil (rata-rata

\
29,52%) terhadap total penerimaan daerah, peningkatan rata-rata per
\
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| tahun 16,77%. Jenis pajak yang dapat diandalkan yaitu pajak

pembangunan I, pajak penerangan jalan, retribusi rumah sakit, pasar

| _ dan dispensasi jalan & jembatan.

' 9) Surati (2000), mengadakan penelitian dengan tujuan menghitung léju

‘ pertumbuhan PAD dan menghitung kontribusi PAD terhadap total

pendapatan daerah. Rumus yang dipakai : (PADS/PD)*100%, di

1 mana PADS; = pendapatan asli daerah sendiri pada tahun t, PD; =
penerimaan daerah pada tahun t. Disimpulkan bahwa PAD Kabupaten
Wonosobo Kecil yaitu 14,51% terhadap total pendapatan daerah
dengan peningkatan rata-rata 13,22% per tahun.

10) Ristiyati (2000), melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis
perkembangan PADS dan menganalisis sumbangan PADS terhadap
total penerimaan daerah serta menganalisis sumbangan masing-masing
komponen PADS. Rumus yang dipakai : (PADS/PD)*100%, di mana
PADS,; = pendapatan asli daerah sendiri pada tahun t, PD; =

penerimaan daerah pada tahun t. Hasilnya bahwa PADS kecil dengan

kontribusi rata-rata 16,99% per tahun terhadap total penerimaan daerah
dengan perkembangan rata-rata per tahun 13,82%.

Dasar penyusunan model dalam penelitian ini mengacu pada model
yang dipakai oleh Sriyana (1999), yaitu : Pajak = f (Yk, Pd) di mana Yk =
pendapatan perkapita dan Pd = jumlah penduduk. Variabel pendapatan
perkapita tersebut juga digunakan dalam penelitian oleh Musgrave (1969),

Wantara (1997) dan Widhihastuti (2000) untuk menjelaskan pajak daerah.
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Di samping itu ditambah variabel lain yang pernah digunakan para peneliti
untuk menjelaskan pajak daerah, antara lain : variabel laju inflasi yang
digunakan oleh Wantara (1997), variabel jumlah wisatawan dan jumlah
kendaraan yang digunakan oleh Wantara (1997) dan Widhihastuti (2000).
Dari variabel-variabel yang menjelaskan pajak daerah seperti yang dikutip
di atas maka disusun mode'l analisis untuk studi ini dengan modifikasi
seperlunya disesuaikan dengan konteks daerah penelitian. Adapun variabel
baru tersebut terdiri dari : jumlah hotel, jumlah industri, jumlah pelanggan

listrik dan jumlah petugas pajak.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Ditinjau dari jenisnya, pajak daerah meliputi : (1) pajak hotel dan
restoran (pajak pembangunan I), (2) pajak hiburan, (3) pajak reklame, (4)
pajak penerangan jalan dan (5) pajak parkir.

Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh
pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik
pusat maupun daerah (Musgrave & Musgrave, 1989, Anwar Shah, 1989
dalam Sriyana, 1999). Jadi pendapatan perkapita dan jumlah penduduk
berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah
tersebut.

Disamping itu ditentukan pula oleh faktor yang menjadi dasar
pengenaan pajak. Jenis pajak hotel dan restoran dikenakan atas jumlah

pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran, pajak hiburan
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dikenakan atas jumlah pemiaayaran atau yang seharusnya dibayar untuk
menonton atau menikmati hiburan, pajak reklame dikenakan atas nﬂai
sewa reklame, pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga
listrik dan pajak parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Pajak dikenakan
dengan tarip prosentase tertentu (PP 65/2001) dikalikan jumlah
pembayaran, maka besarnya pajak tergantung pada besarnya pembayaran.

Besarnya pembayaran tergantung pada besarnya produk yang terjual atau

besarnya permintaan terhadap produk yang bersangkutan. Adapun faktor-

faktor yang menentukan permintaan meliputi : (1) harga barang itu sendiri,

(2) pendapatan perkapita, (3) harga barang lain yang ada hubungannya

dengan barang tersebut, (4) harapan harga barang tersebut pada masa yang

akan datang, (5) selera konsumen (Rilam & Saladin, 1990).

Faktor-faktor yang secara lebih spesifik mempengaruhi masing-
masing jenis pajak daerah dapat diketahui melalui subyek pajak dan wajib
pajak (PP 65/2001) antara lain sebagai berikut :

1) Pajak hotel dan restoran subyeknya adalah orang pribadi yang
melakukan pembayaran terhadap hotel dan restoran dan wajib pajak
adalah pengusaha hotel. Subyeknya dapat dilihat dari konsumen hotel
dimana sebagian besar konsumen hotel adalah wisatawan. Sedangkan
obyeknya dapat dilihat dari jumlahnya yaitu jumlah hotel.

2) Pajak hiburan subyeknya adalah orang atau pribadi yang menikmati

hiburan yang potensinya dapat dilihat melalui jumlah penduduk.
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3) Pajak reklame subyeknya adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pemasangan reklame. Pemasang reklame potensial adalah
produsen yang dapat dilihat dari jumlah industri.

4) Pajak penerangan jalan'obycknya adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan tenaga listrik sehingga dapat dilihat dari jumlah
pelanggan listrik.

5) Pajak parkir subyeknya adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran atas tempat parkir, jadi potensi pajaknya bisa
dilihat dari jumlah kendaraan.

Dari aspek pemungutan, yaitu suatu rangkaian kegiatan dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak
yang terhutang sampai kegiatan penagihan serta penyetorannya dilakukan
oleh petugas pajak. Jadi jumlah petugas pajak berpengaruh terhadap
penerimaan semua jenis pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah baik secara umum
maupun secara spesifik juga mempengaruhi penerimaan pajak daerah,
karena penerimaan pajak daerah merupakan total penerimaan dari masing-
masing jenis pajak daerah.

Kerangka pemikiran tersebut di atas digambarkan dalam bentuk

bagan seperti pada Gambar 2.1. sebagai berikut :
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Gambar 2.1,
Kerangka Pemikiran Teoritis

Laju Inflasi "
(LD

T 1

§ |
—E %§\ T PadkkpATRAR

Penerimaan Pajak
Hotel dan Restoran

(J W) ‘ (P hot—res)
N
Jumlah Hotel ] \ Penerimaan Pajak
(JH) \ ‘ Hiburan

(Phib)

Jumlah Wisatawan *

il

Jumlah Penduduk ¥ = ‘\ — ——
(IJPD) ‘I!A\VA enerimaan Paja

\';\.- Reklame

: A (P rek)
Jumlah Industri
(JD)
Jumlah Kendaraan ¥
(UK) B

W ! '
\ \I
Penerimaan Pajak
\‘ Penerangan Jalan
)/ : Py
A
|

!

Penerimaan Pajak
Parkir

(Ppar)

Jumlah Pelanggan
Listrik (JPL)

|

Jumlah Petugas Pajak
(JPP)

%etemngan :

pe Digunakan dalam penelitian oleht Wantara (1997)..
4 . Digunakan dalam penelitian oleh Musgrave (1969),
3 Wantara (1997), Widhihastuti (2000) dan Sriyana (1999)
o Digunakan dalam penelitian Wantara oleh (1997), Widhihastuti (2000)
s Digunakan dalam penelitian Wantara oleh (1997}, Widihastuti (2000)
. Digunakan dalam penelitian oleh Srivana (1999).
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Kerangka pemikiran teoritis tersebut di atas menunjukkan adanya
hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen
yaitu: (1) laju inflasi, pendapatan perkapita, jumiah wisatawan, jumlah
hotel dan jumlah petugas pajak dengan penerimaan pajak hotel dan restoran,
(2) laju inflasi, pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan jumlah petugas
pajak dengan penerimaan pajak hiburan, (3) laju inflasi, jumlah industri,
jumlah penduduk dan jumlah petugas pajak dengan penerimaan pajak
reklame, (4) laju inflasi, pendapatan perkapita, jumlah pelanggan listrik dan
jumlah petugas pajak dengan penerimaan pajak penerangan jalan, (5) laju
inflasi, pendapatan perkapita, jumlah kendaraan dan jumlah petugas pajak
dengan penerimaan pajak parkir, dan (6) laju inflasi, pendapatan perkapita,
jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah
kendaraan, jumlah pelanggan listrik dan jumlah petugas pajak dengan
penerimaan pajak daerah. Bagan hubungan variabel independen terhadap

variabel dependen tersebut disajikan dalam Lampiran 1.

2.4. Hipotesis

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu
hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau
proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih
(Singarimbun & Efendi, 1987:21). Adapun hipotesis pada penelitian ini

diringkas dalam Tabel 2.4.
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Tabel 2.4.
Rincian Hipotesis Penelitian

No. Hipotesis
H.1.1 Laju inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan
pajak hotel dan restoran.
H.1.2. Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap
: penerimaan pajak hotel dan restoran.
H.1.3. Jumlah  wisatawan berpengaruh  positif terhadap
penerimaan pajak hotel dan restoran.
H1.4. Jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan
pajak hotel dan restoran,
H1.5. Jumlah petugas pajak berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak hotel dan restoran,
H.2.1. Laju inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan
pajak hiburan.
H.2.2. Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak hiburan.
H.2.3. Jumiah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan
pajak hiburan. '
H.2.4. Jumlah petugas pajak berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak hiburan.
H.3.1. Laju inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan
pajak reklame.
H.3.2, Jumlah industri berpengaruh positif terhadap penerimaan
pajak reklame. '
H.3.3. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan
pajak reklame.
H.3.4. ‘Jumlah petugas pajak berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak reklame.
HA4.1. Laju inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan
pajak penerangan jalan.
H4.2. Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak penerangan jalan. _
H.4.3. Jumlah pelanggan listrik berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak penerangan jalan.
H.4.4. Jumlah petugas pajak berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak penerangan jalan.
H.5.1. Laju inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan
pajak parkir.
H.5.2. Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak parkir.
H.5.3. Jumlah  kendaraan berpengaruh  positif terhadap

penerimaan pajak parkir.
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H.5.4. Jumlah petugas pajak berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak parkir.

H.6.1. Laju inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan
pajak daerah

H.6.2. Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak daerah.

H.6.3. Jumlah  wisatawan  berpengaruh  positif terhadap
penerimaan pajak daerah.

H.6.4. Jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan

pajak daerah.

H.6.5. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan
pajak daerah.

H.6.6. Jumlah industri berpengaruh positif terhadap penerimaan
pajak daerah.

H.6.7. Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap

penerimaan pajak daerah,

H.6.8. Jumlah pelanggan listrik berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak daerah.

H.6.9. Jumlah petugas pajak berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak daerah.
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3.1.

3.2.

BAB I1I
METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data sekunder ini merupakan data tahunan selama 21 (dua puluh
s'atu) tahun. Data tersebut bersumber dari publikasi, laporan dan dokumen
lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diperoleh antara lain
dari :

1) BPS Propinsi Jawa Tengéh

2) BPS Kabupaten Semarang

3) Dipenda Kabupaten Semarang.

4) Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang.

5) Instansi lain yang terkait_ dengan penelitian ini.

Data penerimaan masing-masing jenis pajak daerah yang tersedia
adalah data berdasarkan tahun anggaran (Lampiran 2). Untuk keperiuan
analisis data tersebut dirubah menjadi data tahunan, dengan prose.dur (1)
Data dirubéh menjadi data triwulanan melalui metode interpolasi linier
dengan rumus : Qk =% Qt {1+ (k- 2;5) (1-L)/4} (Insukindro, 1990),

di mana : k = 1, 2, 3, 4, Qk = data triwufanan ke k tahun t, Qt = data
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tahunan ke t, L = operasi kelambaban waktu ke udik; dan (2) Data

triwulanan hasil perhitungan yaitu data triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun yang

bersangkutan dijumlahkan menjadi data tahunan. Data tahunan hasil

perhitungan tersebut disajikan dalam Lampiran 3.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1) Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan petugas/pejabat di
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang. Melalui
wawancara ini diharapkan diperoleh data tentang visi, misi serta tugas
pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
sebagai pelengkap.

2) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap berbagai
kegiatan di Kabupaten Semarang yang ada kaitannya dengan
penerimaan pajak daerah,

3) Dokumentasi dari berbagai publikasi, laporan, buku literatur, majalah,

jurnal dan makalah yang mendukung penelitian.

Teknik Analisis

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
estimasi regresi seperti yang dijelaskan oleh Gujarati (1995). Model yang

digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil
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biasa (OLS), dengan bantuan paket program aplikasi Shazam. Model yang

menggambarkan pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini dapat

dirumuskan secara regresional sebagai berikut :

Model I

Model II
Model III
Model IV
Model V
Model VI

di mana :

: Protres= £ (LL, PK, JW, JH, JPP) ..o, 3.1)
Pus = FLL PK, JPD, JPP) oo, (3.2)
Pk =F(LLILIPD,IPP) oo, (3.3)
:Pyj  =F(LL PK, JPL,JPP) coovovreinicrinrere v, (3.4)
:Poar = F(LL PK, TK, TPP) o (3.5)

: PPD = f (LI, PK, JW, JH, JPD, I1, JK, JPL, JPP)..... (3.6)

Photres = penerimaan pajak hotel dan restoran (Rp)

Puir = penerimaan pajak hiburan (Rp)
P.x = penerimaan pajak reklame (Rp)
Py = penerimaan pajak penerangan jalan (Rp)

Ppr = penerimaan pajak parkir (Rp)

PPD = penerimaan pajak daerah (Rp)

LI = laju inflasi (%0)

PK = pendapatan perkapita (Rp)

JW  =jumlah wisatawan (orang)

JH = jumlah hotel (buah)

JPD = jumlah penduduk (orang)

JI = jumlah industri (buah)

JK = jumlah kendaraan bermotor (buah)
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JPL = jumlah pelanggan listrik (pelanggan)
JPP = jumlah petugas pajak (orang)

Sesuai tujuan penelitian untuk menganalisis elastisitas masing-
masing faktor pembentuk yang diamati terhadap penerimaan pajak daerah,
maka dipakai model ekonometrika log-linier. Ciri menarik model log-
linier adalah koefisien kemiringannya mengukur elastisitas, yaitu
prosentase perubahan variabel dependen untuk prosentase perubahan
varianel independen tertentu (Gujarati, 1995:49). Yang dimaksud dengan
elastisitas adalah ukuran derajat kepekaan (Budiono, 1992:31), di mana
elastisitas (E) > 1 artinya elastis, E < I artinya in-elastis dan jika E = 1
disebut elastisitas tunggal. Adapun spesifikasi model log-linier yang
diestimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Model I1:

In Pyorrest = a0+ i In I_.Jt + oo In PK, + a3 In JW, + a4 In JH;
+asINTPPi+ Ut e (3_.7)

Model II:

In Phis ¢ = ﬂa"‘ ﬂ] In LI + ﬁz In PK; + ﬁ_‘,- In JPD, + ¢4 In JPP;

Model 111 :

InPex: = go+ xsInLii+ yoInJI; + 73In JPD; + o In JPP
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Model IV :
In Py ¢ = dp+ &;In LI + 821n PK, + 8;3In JPL;+ a4 In JPP;
FUL ceiei (3.10)
Model V :
InPpart = &o+ &1In LIt + &21n PKy + g31n JK; + & In JPP,
FUp o e (3.11)
Model VI:
InPPD; = ¢p+ ¢;In LIt ¢21n PKi+ @3 In IW, + ¢4 In JH;
+ ¢sin JPD, + ¢s1n Ji; + ¢7In JK; + @g In JPL,
+@oInJPP+ U o (3.12)

di mana : In = logaritma natural, &, S, ¥, 9, & ¢ = parameter yang

diestimasi.

Adapun definisi operasional variabel-variabel penelitian dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Definisi Operasional Variabel
Variabel Notasi Definisi Satuan
Dependen :
Penerimaan Protres | Realisasi penerimaan pajak hotel Rp
Pajak Hote! dan dan restoran tahunan Kabupaten
Restoran Semarang atas dasar harga
berlaku.
Penerimaan Pup | Realisasi penerimaan  pajak Rp
Pajak Hiburan hiburan tahunan Kabupaten
Semarang atas dasar harga
berlaku.
Penerimaan P.x | Realisasi penerimaan pajak Rp
Pajak Reklame reklame tahunan Kabupaten
Semarang atas dasar harga
berlaku.
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Penerimaan P, | Realisasi penerimaan pajak Rp
Pajak ' penerangan  jalan  tahunan
Penerangan Kabupaten Semarang atas dasar
Jalan harga berlaku.
Penerimaan Ppar | Realisasi penerimaan  pajak Rp
Pajak Parkir parkir  tahunan = Kabupaten
Semarang atas dasar harga
berlaku.
Penerimaan PPD | Realisasi penerimaan pajak Rp
Pajak Daerah daerah  tahunan  Kabupaten
Semarang atas dasar harga
berlaku.
Independen
Laju Inflasi LT |Angka yang  menujukkan %
kenaikan harga-harga secara
umum yang diambil dari angka
laju inflasi Semarang.
Pendapatan PK | PDRB perkapita Kabupaten Rp
Perkapita Semarang atas dasar harga
berlaku.
Jumlah JW | Jumlah wisatawan domestik dan | Orang
Wisatawan wisatawan asing yang menginap
di hotel berbintang dan hotel
‘melati tahunan di Kabupaten
Semarang.
Jumlah Hotel JH |Jumlah hotel berbintang dan| Buah
hotel melati tahunan di
Kabupaten Semarang.
Jumlah JPD | Jumlah penduduk pertengahan | Orang
Penduduk tahun Kabupaten Semarang,.
Jumlah Industri JI Jumlah wusaha industri baik | Buah
industri kecil, menengah
maupun besar yang ada di
Kabupaten Semarang,
Jumlah JK | Jumlah kendaraan bermotor roda | Buah
Kendaraan 2 dan atau lebih di Kabupaten
Bermotor Semarang.
Jumlah JPL | Jumlah rumah tangga/masya- | Pelang-
Pelanggan rakat yang berlangganan listrik gan
Listrik PLN di Kabupaten Semarang.
Jumlah Petugas | JPP |Jumlah seluruh pegawai Kantor { Orang
Pajak Dinas  Pendapatan  Daerah

Kabupaten Semarang.
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3.3.1. Prosedur Analisis

Analisis dilakukan dengan bantuan paket program shazam untuk
masing-masing model melalui beberapa skenario, yaitu dengan melakukan
estimasi regresi ordinary least square (OLS) menggunakan model awal
yang telah ditgtapkan kemudian diuji terhadap kemungkinan terjadinya
multikolinearitas. Jika ternyata terdapat multikolinear di antara variabel
bebas, maka variabel yang diduga terdapat multikolinear dikeluarkan dari
model. Multikolinearitas dideteksi melalui matriks koefisien korelasi
(correlation matrix of coefficients) dalam print out. Multikolinear terjadi
apabila nilai koefisien korelasi diantara variabel bebas tinggi atau lebih
besar dari 0.50 (Gujarati, 1995, Santoso, 2000). Pengeluaran suatu variabel
dari model disampiné mempertimbangkan besarnya koefisien korelasi,
juga mempertimbangkan nilai t hitung yang paling kecil dari variabel yang
berkorelasi (Sahtoso, 2001:359), serta tidak menyebabkan penurunan nilai
R? yang besar akibat dikeluarkannya suatu variabel. Demikian seterusnya
sampai diperoleh model yang bebas multikolinearitas. Model yang sudah
bebas multikolinear kemudian diuji terhadap heteroskedastisitas dengan
Uji Park dan uji autokorelasi dengan uji d Durbin Watson. Model yang
sudah lolos terhadap uji asumsi klasik, yaitn : multikolinearitas,
heteroskedastisitas dan autokorelasi merupakan model yang dapat menjadi
penaksir tidak bias linear terbaik (BLUE} (Gujarati, 1999).

Secara rinci prosedur uji penyimpangan asumsi klasik yang

digunakan adalah sebagai berikut :
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1) Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linear diantara beberapa

atau semua variabe! yang menjelaskan dari model regresi. Jika terjadi

multikolinearitas sempurna maka penaksir OLS tak tertentu dan varian
atau kesalahan standarnya tak tertentu. Menurut Gujarati (1995), jika
kolinearitas tajam tetapi tidak sempurna maka konsekuensinya adalah :

a) Meskipun penaksir OLS mungkin bisa diperoleh, kesalahan
standarnya cenderung semakin besar dengan meningkatnya tingkat
korelasi antara peningkatan variabel.

b) Karena besarnya kesalahan standar, selang keyakinan untuk
parameter populasi yang relevan cenderung lebih besar.

Untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas menurut Gujarati

(1995), dapat dideteksi dari gejala sebagai berikut :

1) Bila nilai R? tinggi, tetapi hanya ada beberapa (sedikit) variabel
bebas yang signifikan.

2) Zero-order correlation matrix dari variabel independen.

3) Cara regresi parsial antar variabel bebas, dimana bila nilai 1 regresi
parsial masing-masing variabel bebas lebih besar dari nilai R?
model utama maka terjadi multikolinear (Gujarati, 1995). Jika
ternyata terjadi multikolinearitas maka akan dilakukan langkah-

langkah perbaikan sesuai teori yang lazim digunakan.
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2) Heteroskedastisitas

3)

Varians tiap unsur disturbance p; tergantung pada nilai yang dipilih dari
variabel yang menjelaskan, yaitu suatu angka konstan yang sama
dengan o. Hdl ini merupakan asumsi homoskedastisitas. Jika hal ini
tidak dipenuhi disebut terjadi heteroskedastisitas. Jika terjadi
heteroskedastik maka penaksir OLS tetap tak bias dan konsisten tetapi
penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil niaupun besar.
Dalam penelitian ini untuk menguji adanya heteroscedasticity akan
dilakukan melalui Uji Park (Gujarati, 1995:108). Uji ini terdapat 2
tahapan yaitu : pertama, melaksanakan regresi OLS dengan tidak
memandang persoalan heteroskedastisitas dan didapatkan nilai e,
kedua, melakukan regresi sebagai berikut :

Lnei2=a+BLnXi+vi
Jika nilai B signifikan secara statistik, maka data terdapat
heteroskedastisitas, jika  tidak  signifikan maka  asumsi
homoskedastisitas dapat ciiterima.
Autokorelast
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya
autokorelasi dalam gangguan. Autokorelasi didefinisikan sebagai
korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut
waktu (dalam data deretan waktu) dan dalam data cross-sectional. Jika

terjadi auto korelasi maka sama dengan kasus heteroskedastisitas, yaitu

‘penaksir OLS tetap tak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi

efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Untuk mendeteksi
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terjadinya autokorelasi dilakukan melalui Durbin Watson d Test
(Gujarati, 1995 : 442), dengan langkah-langkah scbagai berikut :
a) Melakukan regresi OLS dan didapatkan residual e;.

b) Menghitung nilai d melalui rumus :

~
i
=

2
(er - er-—l)

N
I
E

-

=n
2
el

=

c) Mencari nilai kritis dp, dan dy sesuai ukuran sampel dan banyaknya
variabel.
d) Jika dy < d <4 - dy maka tidak terjadi autokorelasi.
e) Jikad> dL atau d > 4 — dL, terjadi autokorelasi
f) Jika dL <=d <=dU atau 4 — dU <=d <=4 —dL, tidak meyakinkan
dan perlu dicari alternatif alat analisis yang lain.
3.3.2. Justifikasi Statistik
Analisis model regresi linier berganda dengan metode kuadrat
terkecil biasa (OLS) dilakukan setelah dilakukan uji penyimpangan asumsi
klasik. Berdasar hasil analisis tersebut akan diketahui koefisien parameter
masing-masing variabel dalam model. Untuk menguji signifikansi dari
variabel-variabel yang diamati dapat dilakukan dengan membandingkan
nilai t-hitung dengan nilai t;tabelnya. Jika nilai t-hitung lebih besar dari
nilai t-tabel, maka variabel independen yang diamati secara statistik
signifikan mempengaruhi variabel dependennya. Melalui print-out aplikasi
program Shazam, taraf signifikansi dapat diketahui dari nilai probabilitas
(p-value) nya. Hipotesis statistik (Ho} ditolak apabila p-value < atau =« :

5%.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Semarang

4.1.1. Geografi

Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah dari 35
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah secara geografis terletak pada
7°3* 577 — 7° 30’ Lintang Selatan dan 110° 14° 54,75” — 110 ° 39,3” Bujur
Timur, dengan wilayah seluas 95.020,67 Ha atau sekitar 2,92% dari luas
wilayah Propinsi Jawa Tengaﬁ.

Batas wilayah Kabupaten Semarang meliputi : sebelah Utara : Kéta
Semarang, sebelah Timur : Kab.Grobogan dan Kab.Boyolali, sebelah
Selatan : Kab.Boyolali dan Kab.Magelang, sebelah Barat : Kab.
Temanggung dan Kab.Kendal. Secara administratif Kabupaten Semarang
terdiri dari 4 wilayah Pembantu Bupati, 15 Kecamatan, 207 Desa dan 28
Kelurahan (Kab.Semarang Selayang Pandang, 1999).

Ketinggian lokasi rata-rata adalah 636 m di atas permukaan laut,
dengan daerah terendah 310 m di atas permukaan laut di Kecamatan
Ungaran dan daerah tertinggi 1.40 m di atas permukaan laut di Kecamatan

Getasan (Kab.Semarang Dalam Angka, 2000).
4.1.2. Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaan lahan Kabupaten Semarang dapat dirinei

sebagai berikut :
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Tabel 4.1.
Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Penggunaan Lahan
Tahun 2000
No. Jenis Penggunaan Lahan Luas
(Ha) (%)
L Tanah Sawah 24,287.65 26.89
1 [Pengairan teknis 3,518.61 3.90
2 |Pengairan 1/2 teknis 3,976.32 4.40
3 |Pengairan sederhana 9,742.40 10.79
4 |Tadah hujan 7,052.33 7.81
II. Tanah Kering 59,009.20 65.33
1 |Bangunan & pekarangan 21,440.03 23.74
2 |Tegalan dan kebun 34,056.15 37.11
3 [Padang gembala 1.00 0.001
4 [Tambak/kolam 6.92 0.01
5 |Rawa 1,831.43 2.03
6 |Tanah kering lainnya 1,673.62 1.85
II.  |Lain-lain 7,020.78 7.77
JUMLAH 95,020.67 100.00

Sumber : Kab.Semarang Dalam Angka, 2000

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa dari seluruh

wilayah Kabupaten Semarang, penggunaan lahan terbesar berupa tanah

kering (65,33%), kemudian tanah sawah 26,89% dan penggunaan lainnya

sebesar 7,77%.

4.1.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang berdasarkan jenis kelamin dan

kecamatan serta tingkat kepadatannya dapat dilihat pada Tabel 4.2. dibawah

ini :
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‘Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Menurut Jenis Kelamin dan
Tingkat Kepadatan Penduduk Tahun 2000

No. | Kecamatan Penduduk (Jiwa) Luas Kepadatan
Laki-laki | Perempuan | Jumlah (Km?) (Jiwa/Km?)

1|Getasan 21,866 22,668 44,534 65.80 677

- 2|Tengaran 28,009 28,379 56,388 47.30 1,192
3|Susukan 34,450 35,547 69,997 78.82 888
4|Suruh 30,157 30,289 60,446 64.02 944
5|Pabelan 17,116 17,354 34,470 47.97 719
6|Tuntang 26,783 27461 54,244 56.24 965
7|Banyubiru 18,480 | 18,669 37,149 54.41 683
§[Jambu 20,003 19,976 39,979 60.88 657
9|Sumowono 14,372 14,385 28,757 55.63 517
10|Ambarawa 40,554 42,119 82,673 56.12 1,473
11|Bawen 27,411 28,587 55,998 57.65 971
12(Bringin 29,711 30,298 60,009 105.74 568
13|Pringapus 20,390 | © 21,272 41,662 78.35 532
14|Bergas 24,354 25,742 50,096 47.33 1,058
15|Ungaran 56,233 58,627 114,860 73.95 1,553
JUMLAH 409,889 421,373 831,262 950.21 875

Sumber : Kab.Semarang Dalam Angha, 2000

Dari Tabel 4.2. tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten
Semarang pada tahun 2000 sebesar 831.262 jiwa terdiri dari penduduk laki-
laki 409.889 jiwa dan perempuan 421.373 jiwa, sedangkan kepadatan
penduduk rata-rata sebesar 875 jiwa per Km?, dengan kepadatan tertinggi di
Kecamatan Ambarawa sebesar 1.473 jiwa per Km® dan terendah ‘di
Kecamatan Pringapus sebesar 532 jiwa per Km?.

Adapun ditinjau dari mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel

berikut ini :
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Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang umur 10 tahun ke atas
Menurut Mata Pencaharian Tahun 2000

No. Mata Pencaharian Jurnlah Penduduk
Jiwa (%)

1 [Petani 164,711 32.25

2  |Buruh tami 100,937 19.77

3  |Nelayan 1,852 0.36

4  |Pengusaha 16,610 3.25

5 |Buruh industri 55,757 10.92

6  |Buruh bangunan 43,609 8.54

7 |Pedagang 32,349 6.33

8 |Angkutan 11,365 2.23
9 {PNS/ABRI 23,151 4.53
10 {Pensiunan 9,157 1.79

11 |Lainnya ' 51,171 10.02

JUMLAH - 510,669 100

Sumber : Kab.Semarang Dalam Angka, 2000

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebagian besar penduduk

usia kerja di Kabupaten Semarang yang bekerja di sektor pertanian yaitu
! sebesar 52,02%, kemudian sebagai buruh industri 10,92%, dan jenis
pekerjaan lainnya masing-masing di bawah 10%. Hal ini menunjukkan
bahwa sektor pértanian masih merupakan sektor yang dominan dalam
menyerap tenaga kerja.
4.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat

diketahui kondisi perekonomian regional suatu daerah. Adapun PDRB

Kabupaten Semarang atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 4.4

| sebagai berikut :
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Data dalam Tabel 4.4 terlihat bahwa PDRB Kabupaten Semarang
atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan
sebesar 91,27% atau rata-rata per tahun meningkat sebesar 18,25%. Ditinjau
dari lapangan usaha yang paling dominan sebagai penyumbang PDRB
terbesar adalah sektor industri pengolahan rata-rata sebesar 41,50%.
Selanjutnya penyumbang terbesar kedua adalah sektor pertanian yaitu rata-
rata sebesar 20,70% dan terbesar ketiga adalah sektor perdagangan, hotel
dan restoran yang menyumbang rata-rata 17,5%, sedangkan penyumbang
terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan sumbangan
rata-rata selama 5 tahun sebesar 0,24%. Berdasar besarnya peranan ketiga
sektor tersebut | menunjukkan bahwa basis perekonomian Kabupaten
Semarang adalah sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdégangan,
hotel dan restoran.

Adapun PDRB atas dasar harga konstan 1993 dapat dilihat dalam

Tabel 4.5. sebagai berikut :
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Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Semarang
atas dasar harga konstan tahun 1993 pada Tabel 4.5 di atas menunjukkan
bahwa selama kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan sebesar 9,32%
atau rata-rata per tahun menurun sebesar 1,86%. Penurunan drastis terjadi
pada tahun 1998 saat krisis ckonomi melanda Indonesia dan sedikit demi
sedikit mulai membaik pada tahun 1999 dan 2000. Ditinjau dari lapangan
usaha yang paling dominan sebagai penyumbang PDRB terbesar adalah
sektor industri pengolahan rata-rata sebesar 41,84%. Selanjutnya
penyumbang terbesar kedua adalah sektor pertanian yaitu rata-rata sebesar
18.20% dan terbesar ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran
yang menyumbang rata-rata 17,5%, sedangkan penyumbang terkecil adalah
sektor pertambangan dan penggalian dengan sumbangan rata-rata selama 5
tahun sebesar 0,22%. Jadi berdasar harga konstan maupun harga berlaku

peranan ketiga sektor tersebut tidak jauh berbeda.

4.1.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 1996 sampai

dengan 2000 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 4.6.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 1996 — 2000
PDRB Atas Dasar Pertumbuhan
Tahun Harga Konstan 1993 Ekonomi
(Jutaan Rp) (%)
1995 856,922.42 -
1996 1,154,995.75 34,78
1997 1,198,455.05 3.76
1998 985,228.27 -17.79
1999 999,629.19 1.46
2000 1,047,365.80 4.78

Sumber : BPS, diolah
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 1996

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang cukup tinggi yakni mencapai

34,78%, kemudian pada tahun 1997 lﬁenurun menjadi 3,76% dan tahun

1998 —17,79%. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan

tahun 1997 menyebabkan merosotnya pertumbuhan ekonomi selama tahun

1997 sampai 1998. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi mulai menuju

ke arah pertumbuhan positif yaitu sebesar 1,4% dan tahun 2000 sebesar

4,78%.

4.1.6. Pertumbuhan Sektoral

Secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun

1996 sampai dengan 2000 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 4.7.
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Semarang
Tahun 1996 — 2000

Lapangan Usaha 1996 1997 1998 1999 2000

1. Pertanian 1.49 -0.51 -11.68 -5.58 8.18

2. Pertambangan dan 9.01 4,36 -35.59 0.01 -8.40
Penggalian

3. Industri Pengolahan "75.76 5.80 -18.93 1.76 2.99

4, Listrik, Gas dan 16.22 1.00 0.58 1.51 9.05
Air Bersih

5. Bangunan 5.70 3.90 -74.47 1.63 -10.34

6. Perdagangan, Hotel 60.92 422 -15.52 1.41 3.81
dan Restoran

7. Pengangkutan dan 4.03 12.12 -3.83 4.83 8.75
Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan 4.80 1.17 -11.67 1.61 3.87
& Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa 3.35 1.72 0.59 11.35 8.75

Sumber : BPS, diolah

Mencermati pertumbuhan setiap sektor selama kurun waktu 1996 s/d
2000 terlihat bahwa krisis ekonomi yang berawal pada pertengahan tahun
1997 sangat berpengaruh pada tingkat pertumbuhan seluruh sektor. Pada
tahun 1996 terlihat pertumbuhan positif di semua sekfor dengan
pertumbuhan tertinggi sektor industri pengolahan sebesar 75,76%,
kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran 60,92%, sedangkan sektor
lainnya tumbuh di bawah 10%. Kemudian pada tahun 1997 dampak krisis
ekonomi sudah mulai terlihat dengan turunnya pertumbuhan secara drastis
pada semua sektor kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi yang
mengalami kenaikan sebesar 4,09%. Tahun 1998 dampak krisis ekonomi
membuat semua sektor mengalami pertumbuhan negatif kecuali sektor

listrik gas dan air bersih dan sektor jasa-jasa masih mampu tumbuh sebesar
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0,5%. Pada tahun 1999 sektor-sektor ekonomi mulai bangkit kembali seperti
dapat dilihat bahwa semua sektor sudah mulai menampakkan pertumbuﬁan
positif kecuali sektor pertanian yang masih mengalami pertumbuhan negatif
sebesar 5,58%. Kemudian pada tahun 2000 beberapa sektor sudah
mengalami peningkatan pertumbuhan positif dibanding tahun 1999 kecuali
sektor bangunan yang kembali mengalami pertumbuhan negatif sebesar

10,34% dan sektor pertambangan dan penggalian negatif 8,40%.

4.1.7. Basis Ekonomi Sektoral

Untuk mengetahui basi.s perekonomian sektoral dilakukan melalui
analisis Local Quotient (LQ) yang menyajikan perbandingan relatif
kemampuan sektoral Kabupaten Semarang dengan kemampuan sektoral
Propinsi Jawa Tengah, dengan mengambil PDRB sebagai dasar.

Rumus yang dipakai adalah LQ = (Si/S) / Ni/N, dimana Si/S =
perbandingan PDRB sektor i terhadap total PDRB Kabupaten Semarang,
Ni/N = perbandingan PDRB sektor i terhadap total PDRB Propinsi Jawa
Tengah. Hasilnya bila nilai LQ>1 sektor ekonomi dikatakan lebih spesialis
dibanding Propinsi (merupakan sektor ekspor), bila LQ<1 sektor tersebut
dikatakan kurang spesialis atau merupakan sektor impor dan bila LQ=1
maka kekuatannya sebanding merupakan sektor jasa lokal (Mulyo Hendarto,
2001).

Hasil analisis LQ Kabupaten Semarang disajikan pada tabel sebagai

berikut :




Tabel 4.8

Nilai LQ Sektoral Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Semarang 1996 — 1999
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No. Lapangan Usaha 1996 1997 1998 1999

1. |Pertanian 0.91 0.93 0.91 0.85

2. |Pertambangan dan 0.21 0.19 0.14 0.14
Penggalian

3. |Industri Pengolahan 1.31 1.34 1.36 1.37

4, {Listrik, Gas dan 1.47 1.30 1.36 1.27
Air Bersih

5. |Bangunan 1.25 1.21 0.49 0.45

6. |Perdagangan, Hotel 0.80 0.78 0.77 0.78
dan Restoran

7. |Pengangkutan dan 0.51 0.55 0.57 0.55
Komunikasi

8. |Keuangan, Persewaan 0.73 0.68 0.98 0.98
& Jasa Perusahaan

9, [Jasa-jasa 0.92 0.91 1.08 1.23

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa sektor yang secara

konsisten mempunyai nilai LQ>1 adalah scktor industri pengolahan dan

sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor jasa-jasa nampak mulai mempunyai

nilai LQ>1 pada dua tahun terakhir. Dari hasil analisis tersebut dapat

diketahui bahwa basis ekonomi Kabupaten Semarang adalah sektor industri

pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Kemudian sektor jasa-jasa

mulai menunjukkan prospek yang cerah sebagai sektor basis.

4.1.8. Diskripsi Data

Hasil pengumpulan data untuk variabel dependen terdiri dari data :

penerimaan pajak hotel dan restoran, penerimaan pajak hiburan, penerimaan

pajak reklame, penerimaan pajak penerangan jalan, penerimaan pajak parkir

dan penerimaan pajak daerah berupa data berdasarkan tahun anggaran

disajikan dalam Lampiran 2.
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Data tersebut kemudian diolah menjadi data tahunan dengan metode
interpolasi linier, hasilnya disajikan dalam Lampiran 3. Data tersebut
menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 1998
sedikit menurun, kemungkinan hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi dan
gejolak politik di tanah air sehingga kunjungan wisata menurun. Pajak
hiburan menurun sekitar Rp 5 juta pada tahun 1999 dan naik lagi menjadi
Rp 58 juta pada tahun 2000. Kemudian pajak penerangan jalan selalu
mengalami kenaikan yang tinggi. Pajak hiburan pada tahun 1998 menurun
sekitar Rp 5 juta dan menurun tajam menjadi Rp 85,6 juta pada tahun 1999
serta naik sekitar Rp 1 juta pada tahun 2000. Secara keseluruhan pajak
daerah ada kecenderungan naik dari tahun ke tahun.

Hasil pengumpulan data untuk variabel independen terdiri dari laju
inflasi, pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah
penduduk, jumlah industri, jumlah kendaraan bermotor, jumlah pelanggan
listrik dan jumlah petugas pajak. Data tersebut menujukkan bahwa laju
inflasi 2 digit terjadi pada tahun 1980, 1982, 1992, 1997 dan 1998. Inflasi
tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 67,19%. Hal ini disebabkan kritis
multi dimensi dimana pada tahun tersebut terjadi gejolak politik dan-
menurunnya nilai tukar rupiah, namun demikian pendapatan perkapita
cenderung naik. Jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten
Semaraﬁg mulai tahun 1996 hingga tahun 2000 ada kecenderungan
menurun, namun demikian jumlah hotel cenderung naik dari tahun ke tahun.

Jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah kendaraan bermotor dan jumlah
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pelanggan listrik cenderung naik dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah
petugas pajak ada kenaikan sekitar 30% selama 21 tahun. Data selengkapnya

disajikan dalam Lampiran 4.

4.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan
Undang-Undang No.25 Tahun 1999, aspek pembiayaan merupakan salah
satu aspek yang sangat penting, disamping aspek personal serta sarana dan
prasarana.

Dinas Pendapatan Daerah yang mengelola pendapatan daerah harus
melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah agar otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
jawab dapat terwujud. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan
mewujudkan fungsi yang optimal agar pencapaian tujuan dan saran
organisasi dapat terwujud diperlukan suatu visi yang mampu memberikan
inspirasi dan motivasi kerja kepada pegawai staf Dipenda.

Adapun misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang adalah :
“Terpenuhinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat”.

Dalam mewujudkan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi

Dipenda Kabupaten Semarang adalah :
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1. Meningkatkan target pendapatan asli daerah secara proporsional sesuai
tingkat pertumbuhan perekonomian masyarakat.

2. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan melalui Mapatda
(Manual Pendapatan daerah).

3. Meningkatkan sistem kerja produktif sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Dipenda.

4. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi/bagian pengelolaan
pendapatan daerah terkait.

5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak/
retribusi dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai serta
personil yang berkualitas.

6. Menyusun program kerja tahunan khususnya di bidang pendapatan

daerah.
4.2.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang mempunyai
kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Kedudukan :
a. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah
kabupaten.
b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan _bertangung jawab kepada Bupati Semarang

melalui Sekretaris Daerah.
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| 2. Tugas Pokoknya adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang
pendapatan daerah dan pengelolaan pasar.
3. Fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan pajak daerah.

‘ b. Perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan retribusi daerah.

C.

d.

Perumusaﬂ kebijaksanaan teknis pengelolaan pasar.

Perumusan kebijaksanaan bantuan penagihan PBB

Penyelenggaraan kebijaksanaan tata usaha Dinas

Perumusan kebijaksanaan teknis intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daetah.

l 4.2.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun
2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata  Kerja Dinas

| Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang, susunan organisasi Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, memimpin pelaksanaan tugas pokok yaitu melaksanakan

kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah dan pengelolaan pasar.

2. Bagian Tata Usaha, bertugas melaksanakan urusan perencanaan
program, umum, kepegawaian, keuangan, pembinaan, pemeliharaan,
kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar. Bagian Tata Usaha terdiri
dari 4 sub bagian, yaitu :

| a. Sub Bagian Perencanaan Program

| b. Sub Bagian Umum
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¢. Sub Bagian Kepegawaian

d. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan, mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan pendaftaran, pemeliharaan dan pengelolaan data wajib pajak
daerah, wajib retribusi daerah serta membantu mengkoordinasikan
obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan. Sub dinas ini terdiri dari
3 seksi, yakni :

a. Seksi Pendaftaran.

b. Seksi Penetapan.

¢. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

. Sub Dinas Penagihan, _mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, melayani keberatan dan
permohonan banding pajak daerah dan retribusi daerah, mengkoordinir
pelaksanaan penagihan tunggakan dan mengkoordinir permohonan
keberatan PBB. Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

a. Seksi Penagihan Pajak Daerah.

b. Seksi Penagihan Retribusi Daerah.

c. Seksi Keberatan dan Penagihan Khusus

. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, bertugas melaksanakan
pembukuan dan pelapofan mengenai realisasi penerimaan dan
tunggakan pajak dan retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan
melaksanakan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

daerah. Sub Dinas ini terdiri dari 3 seksi, meliputi :




63

a. Seksi Pembukuan
b. Seksi Pelaporan

c. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

. Cabang Dinas

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk 1 atau lebih
Cabang Dinas, yang pembentukannya didasarkan pada kebutuhan dan

kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan daerah sesuai
bidangnya dan mempunyai fungsi : (a) pelaksanaan urusan administrasi
pasar, (b) menyusun program, pembinaan dan pengawasan, dan (c)
mengadakan rapat koordinasi. Dipenda Kabupaten Semarang
mempunyai 4 UPTD, yaitu :
a. UPTD Ungaran, membawahi 7 pasar, yaitu :

1) Pasar Bandarjo

2) Pasar Babadan

3) Pasar Karangjati

4) Pasar Jimbaran

5) Pasar Pringapus

6) Pasar Genuk

7) Pasar Hewan Ambarawa

b. UPTD Ambarawa, membawahi 10 pasar, terdiri dari :

1) Pasar Paojo
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2)
3
4
5)
6)
7
8)
9

Pasar Suroboyo

Pasar Warung Lanang
Pasar Bandungan
Pasar Sumowono
Pasar Jambu

Pasar Bedono

Pasar Brongkol

Pasar Kebondowo

10) Pasar Cerbonan

. UPTD Tuntang, membéwahi 16 pasar, yaitu :

9]
2)
3
4)
)
6)
7
8)

9

Pasar Bringin
Pasar Kesongo
Pasar Candirejo
Pasar Bandongan
Pasar Kebumen
Pasar Gilang
Pasar Kopeng
Pasar jetak

Pasar Sambirejo

10) Pasar Boto

11) Pasar Bancak

12) Pasar Truko

13) Pasar Plumutan

64
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14) Pasar Padaan

15) Pasar Sukuharjo '

16) Pasar Semowo
d. UPTD Tengaran, membawahi 13 pasar, yaitu :

1) Pasar Tengaran

2) Pasar Suruh

3) Pasar Dadapnyami

4) Pasar Reksosari

5) Pasar Plumbon

6) Pasar Sambirejo

7) Pasaerates

8) Pasar Susukan

9) Pasar Kembangsari

10) Pasar Kaliwungu

11) Pasar Kradenan

12) Pasar Pager

13} Pasar Mukiran

8. Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga
fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang

diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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| Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupafen

Semarang dapat dilihat pada Gambar 4.1. dibawah ini :
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BABV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan dalam studi ini,
yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak
daerah dan untuk menganalisis .elastisitas masing-masing faktor terhadap
penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang dipakai alat analisis regresi.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan rentang waktu selama 21 tahun
mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Estimasi dilakukan dengan bantuan
paket program shazam melalui beberapa skenario.

Dalam rangka memperoleh model terbaik (best fit) dilakukan pengujian
model sebagai berikut :

Model I:

In Photres = o + ey In LIy 4+ a3 In PK; + a3 In W, + ay In TH; + a5 In JPP,

Model II:
In Phipe = Fo+ BrIn LI+ B2In PK(+ B3 In IPD, + ay In JPPy s ... (5.2)

Model III:

InPrekr = o+ gsIn LI+ z2In JI; + 25In JPDy + @ In JPPy +uy ..., (5.3)
Maodel 1V :
InPyy =dp+ StInLli+ S21n PK+ 83ln JPLi+ oy In JPP; +u ........ (5.4)
Model V:
InPpart = é&p+ &7In LI+ £2In PK; + g5In JK,; + &/ In JPP +u¢ .........(5.5) |
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Model VI :
In PPD, = ¢+ ¢;In LL; + ¢oIn PK¢ + @3 In JW + ¢yIn JH; + gsln JPD;
+ @sln J; + @7In JK; + dgln JPL, + @oln JPP +uy ............. (5.6)
di mana : /n = logaritma natural,
a, B, % 6, & ¢ = parameter yang diestimasi.
Hasil pengujian model, analisis statistik, analisis elastisitas dan interpretasi

ekonomi untuk masing-masing model adalah sebagai berikut :

5.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel
dan Restoran

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan
restoran diestimasi ke dalam 2 skenario untuk memperoleh model regresi
yang paling sesuai (best fit) sebagai berikut :

Sk#1: InPhotes 1 = & + a7 InLL + o2 InPK; + a3 InTW, + oy InJH, -+ o5 InJPP;

Hasil estimasi Sk#1 menunjukkan bahwa model tidak lolos uji
multikolinearitas, di mana variabel LJH dan LPK terjadi multikolinear yang
tinggi (lihat Lampiran 7). Sehingga variabel LJH dikeluarkan.

Estimasi menggunakan model Sk#2 ternyata memberikan hasil yang

lebih baik di mana mode!l tersebut lolos wuji multikolinear,
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heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dengan demikian model Sk#2 dapat

dipakai. Ringkasan hasil estimasi model Sk#2 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Ringkasan Estimasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (Model I)
LPhotres t = £ (LLI, LPK, LIW, LJPP)

Variabel Koefisien t-hitung | Probabilitas- | Keputusan Pembuktian
regresi Signifikansi
Indep. Var.:
LLI -0,0045401 | -0,06082 0,952 Ho diterima | H.1.1. tidak terbukti
LPK 1,5048 24,54 0,000 Ho ditolak | H.1.2. terbukti
LIW 0,34685 2,063 0,050 Ho ditolak | H.1.3. terbukti
LIPP 0,10053 0,2857 0,779 Ho diterima | H.1.5. tidak terbukti
Constant -7,2766 -4,361 0,000
R’ : 0,9875
F-hitung :316,377 F-tabw 5%  :8,70 (signifikan)
DW 11,8388  Kesimpulan : bebas autokorelasi
N 121
Z Var.Indep Signifikan : 2 dari 4

Keterangan : Ho ditolak pada alpha 5%.

Rincian uji penyimpangan asumsi klasik terhadap hasil estimasi dari

model I adalah sebagai berikut :

1) Uji Multikolinearitas

Koefisien korelasi antar variabel independen rendah (< 0,50).

Kesimpulan : tidak terjadi multikolinear (lihat Lampiran 7)

2) Uji Heteroskedastisitas

Hasil regresi residual kuadrat terhadap variabel independen tidak ada

variabel independen yang signifikan pada alpha 5%.

Kesimpulan : tidak terdapat heteroskedastisitas (lihat Lampiran §)

3) Uji Autokorelasi

Nilai DW hitung = 1,8388

Nilai DW tabel = dL = 0,93 ; dU = 1,81 (n = 21, variabel bebas = 4)
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Tidak terjadi autokorelasi, jika dU < d-hitung <4 —dU =
1,81 < 1,8388 < 2,19
Kesimpulan : tidak terjadi autokorelasi.

Pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa laju inflasi berpengaruh
negatif, sedangkan pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, jumlah hotel,
dan jumlah petugas pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
hotel dan restoran, tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Hal ini disebabkan
oleh adanya multikolinearitas yang tinggi di antara variabel independen, di
mana variabel LJH dengan LPK berkorelasi tinggi yaitu sebesar 0,95, LTH
mempunyai nilai t yang lebih rendah daripada LPK sehingga LJH yang
dikeluarkan dari model. Dengan dikeluarkannya variabel LJH nilai R? yang
semula 0,9876 menurun sedikit mejadi 0,9875. Dengan dikeluarkannya
variabel LJH dari model dan dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik,
model tersebut bebas dari_ multikoliearitas, heteroskedastisitas dan
autokorelasi, sehingga dapat dianggap sebagai model terbaik., Nilai R?
menunjukkan bahwa 98,75% variabel LPHOTRES dapat dijelaskan oleh
variabel LLI, LPK, LJW dan LJPP, sédangkan sisanya sebesar 1,25% oleh
sebab lain di luar model.

Hasil pengujian tanda menunjukkan bahwa LLI berpengaruh negatif,
sedangkan LPK, LIW dan LJPP berpengaruh positif terhadap dependen
variabelnya. Hal ini membuktikan bahwa hasil empirisnya adalah memenuhi
harapan teorinya. Kemudian dari aspek kuatnya pengaruh menunjukkan

bahwa LPK dan LIW berpengéruh secara signifikan pada alpha 5% di mana
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masing-masing dengan p-value 0,00 dan 0,05. Sedangkan LLI (probabilitas :
0,952) dan LJPP (probabilitas : 0,779) dengan demikian dapat dikatakan
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajaknya.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan
perkapita dan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan
pajak hotel dan restoran adalah terbukti, sedangkan hipotesis yang
menyatakan bahwa laju inflasi dan jumlah petugas pajak berpengaruh
terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran adalah tidak terbukti.

Faktor-faktor yang secara teoritis mempengaruhi penerimaan pajak
hotel dan restoran adalah laju inflasi, pendapatan perkapita dan jumlah
wisatawan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pendapatan perkapita
berpengaruh secara signifikan pada alpha 5% dengan koefisien elastisitas
sebesar 1,5048, artinya setiap kenaikan pendapatan perkapita sebesar 1%
akan mendorong meningkatnya penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar
1,5%. dengan asumsi faktor-faktor lain adalah tidak berubah. Jumlah
wisatawan juga berpengaruh signifikan pada alpha 5% dengan koefisien
elastisitas sebesar 0,34685. Ini dapat diinterpretasikan bahwa dengan
meningkatnya jumlah wisatéwan yang menginap di hotel berbintang
maupun melati di Kabupaten Semarang sebesar 1% boleh jadi akan
meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran 0,35%-nya dengan
asumsi faktor-faktor lain tidak berubah. Jadi perubahan pendapatan relatif
elastis terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Namun perubahan

jumlah wisatawan tidak elastis dalam memberikan respons terhadap
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perubahan penerimaan pajak hotel dan restoran. Dari hasil estimasi ternyata
laju inflasi ticlak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan
pajaknya. Hal ini mungkin disebabkan karena penerimaan pajak hotel dan
restoran secara nominal maupun dilihat dari kuantitas hotel dan restorannya
yang dari tahun ke tahun jumlahnya bertambah mengikuti perkembangan
aktivitas ekonomi dan penduduknya.

Hasil analisis tersebut secara ekonomis dapat diinterpretasikan bahwa
pendapatan perkapita dan jumlah wisatawan merupakan variabel penentu

bagi penerimaan pajak daerah dari sektor hotel dan restoran. Hal ini sesuai

dengan teori yang mengatakan bahwa penerimaan pajak sangat ditentukan

oleh pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik
pemerintah pﬁsat maupun pgmerintah daerah (Musgrave and Musgrave,
1989; Anwar Shah, 1989 dalam Sriyana, 1999), sedangkan jumlah
wisatawan memang merupakan subyek pajak hotel dan restoran (PP No.65
Tahun 2001). Pengai'uh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak
dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu, antara lain Lains
(1985) menemukan bahwa rendahnya penerimaan pajak daerah di Indonesia
erat kaitannya dengan rendahnya pendapatan masyarakat, Sriyana (1999)
menemukan bahwa pendapatan perkapita dan jumlah penduduk merupakan
variabel yang cukup penting menentukan pajak daerah. Untuk itu upaya
peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran dapat dilakukan melalui

kebijakan ke arah peningkatan pendapatan masyarakat dan program-
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program pariwisata yang dapat menarik wisatawan berkunjung di Kabupaten

Semarang,

3.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
Hiburan

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan
diestimasi ke dalam 3 skenario untuk mendapatkan model regresi terbaik
sebagai berikut :

Sk#1: InPhip+ = o + By InLL + £ InPK; + B3 InJPD; + B InJPP + v .....(5.9)
Sk#2: InPhip e = fo + Fr InLL + B3 InJPD, + B InJPP + uy o.veennee. (5.10)
Sk#3: nPhip = fo+ fr InLLi + Bo InNJPDy+ Uy cevvniiiiniieiee (5.11)

Hasil estimasi Sk#1 dan Sk#2 menunjukkan bahwa model tidak lolos
uji multikolinearitas, di mana beberapa variabel bebas terjadi multikolinear
yang tinggi (lihat Lampiran 7). Oleh karena itu model pada Sk#3 variabel
LPK dan LJPP dikeluarkan. Estimasi menggunakan model Sk#3 ternyata
memberikan hasil yang lebih baik di mana model tersebut lolos wuji
multikolinear, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dengan demikian model
Sk#3 dapat dipakai. Ringkasan hasil estimasi model Sk#3 disajikan pada

Tabel 5.2. sebagai berikut :
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Tabel 5.2,

Ringkasan Estimasi Penerimaan Pajak Hiburan (Model IT)

LPuin = f (LLI, LIPD)

Variabel Koefisien t-hitung | Probabilitas- | Keputusan Pembuktian
regresi Signifikansi
Indep.Var.:
LLI -0,039174 -0,6976 0,494 Ho diterima | H.2.1. tidak terbukti
LIPD 8,1262 11,62 0,000 Ho ditolak | H.2.3. terbukti
Constant -92,707 =9,785 0,000
R* 10,8825
F-hitung 167,610  F-taba 5%  :24,6 (signifikan)
DW 11,6780  Kesimpulan : bebas autokorelasi
N 121
% Var.Indep Signifikan : 1 dari 2

Keterangan : Ho ditolgk pada alpha 5%,

Rincian uji penyimpangan asumsi klasik terhadap hasil estimasi dari

model II adalah sebagai berikut :

1) Uji Multikolinearitas

Koefisien korelasi antar variabel independen rendah (< 0,50).

Kesimpulan : tidak terjadi multikolinear (lihat Lampiran 7)

2) Uji Heteroskedastisitas

Hasil regresi residual kuadrat terhadap variabel independen tidak ada

variabel independen yang signifikan pada alpha 5%.

Kesimpulan - tidak terdapat heteroskedastisitas (lihat Lampiran §).

3) Uji Autokorelasi

Nilai DW hitung = 1,6780

Nilai DW tabel = dL = 1,13 ; dU = 1,54 (n = 21, variabel bebas = 2)

Tidak terjadi autokorelasi, jika dU < d-litung < 4 — dU

1,54 <1,6780 <2,46

Kesimpulan : tidak terjadi autokorelasi.
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Hipotesis yang menyatakan bahwa laju inflasi berpengaruh negatif,
sedangkan pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan jumlah petugas
pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hiburan, tidak
sepenuhnya dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya
multkolinearitas yang tinggi di antara variabel independen, di mana pada
Sk#1 variabel LPK dengan LIPD berkorelasi tinggi yaitu sebesar 0,98,
Karena LPK mempunyai nilai t yang lebih rendah daripada LIPD, maka
dikeluarkan dari model, Pada Sk#1 ini nilai R? sebesar 0,9174. Kemudian
pada Sk#2 dengan dikeluarkannya variabel LPK nilai R* menurun menjadi

0,8872 dan dari matriks koefisien korelasi menunjukkan bahwa variabel

- LIPD dan LJPP berkorelasi sebesar 0,57 sehingga variabel LJPP

dikeluarkan. Dilanjutkan Sk#3 dengan keluarnya variabel LIPP nilai R?
menurun menjadi 0,8825. Pada Sk#3 ini sudah tidak ada wvariabel
independen yang berkorelasi' tinggi kemudian dilanjutkan dengan uji
penyimpangan asumsi klasik. Hasilnya model tersebut bebas d-ari
multikoliearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingga dapat
dianggap sebagai model yang terbaik. Dari nilai R* menunjukkan bahwa
88,25% variabel LPHIB dapat dijelaskan oleh variabel LLI dan LJPD
sedangkan sebesar 1,25% oleh sebab lain di luar model. Konsekuensi adanya
multikolinearitas tersebut ﬁlenyebabkan pengujian hipotesis yang berkaitan
dengan variabel yang dikeluarkan dari model tidak dapat dilakukan.

Uji kesesuaian tanda menunjukkan bahwa LLI berpengaruh negatif

sedang LJPD berpengaruh positif terhadap dependen variabelnya. Hal ini
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membuktikan bahwa hasil empirisnya memenuhi harapan teorinya.
Kemudian dari aspek kuatnya pengaruh menunjukkan bahwa LJIPD
berpengaruh secara signifikan pada alpha 5% dengan p-value 0,00.
Sedangkan LLI (probabilitas : 0,494) dapat dikatakan tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap penerimaan pajaknya.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah penduduk
berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hiburan terbukti, sedangkan
hipotesis yang menyatakan bahwa laju inflasi berpengaruh negatif terhadap
penerimaan pajak hiburan tidak terbukti.

Faktor-faktor yang secara teoritis mempengaruhi penerimaan pajak
hiburan adalah  laju inflasi dan jumlah penduduk. Hasil estimasi
menunjukkan bahwa faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap
penerimaan pajak hiburan adalah jumlah penduduk. Koefisien elastisitas
hasil estimasi sebesar 8§,1262 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1%
jumlah penduduk akan mendorong meningkatnya penerimaan pajak hiburan
sebesar 8% dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah. Jadi perubahan
jumlah penduduk relatif elasfis terhadap penerimaan pajak hiburan. Hasil
estimasi menunjukkan bahwa laju inflasi tidak berpengaruh secara signiﬁkan
terhadap penerimaan pajaknya. Hal ini mungkin disebabkan karena
penerimaan i:ajak hiburan secara nominal mengikuti perkembangan aktivitas
c¢konomi dan jumlah penduduknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk

berpengaruh kuat terhadap penerimaan pajak hiburan. Hal ini dapat
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dijelaskan bahwa sesuai PP No.65 Tahun 2001 subyek pajak hiburan adalah
orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan yang tidak
lain adalah penduduk. Temuan dalam penelitian ini ternyata mendukung
penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sriyana (1999) yang
menemukan bahwa pendapatan perkapita dan jumlah penduduk merupakan

variabel yang cukup penting menentukan pajak daerah.

5.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
Reklame

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak
reklame diestimasi ke dalam 3 skenario untuk mendapatkan model regresi
terbaik (best fit) sebagai berikut :

SK#1: InPrex s = 7o + 27 InLL + 72 InJ; + g3 InJPDy + 74 InJPP + ue ~....(5.12)
Sk#2: InPrekt = %o + 21 InLIL + 72 InJPD + 75 InJPP +ue ...e 0 (5.13)
Sk#3: InPrekt = Yo + 7 InLLi+ 22 InJPDy+ 1y connnn (5.14)

Hasil estimasi Sk#1 dan Sk#2 menunjukkan bahwa model tidak lolos
uji multikolinearjtas, di mana beberapa variabel bebas terjadi multikolinear
yang tinggi (lihat Lampiran 7). Sehingga dalam Sk#3 variabel LJI dan LJPP
dikeluarkan. Estimasi menggunakan model Sk#3 ternyata memberikan hasil
yang lebih baik di mana model tersebut Iolos uji multikolinear,
heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dengan demikian model Sk#3 dapat
dipakai. Ringkasan hasil estimasi model Sk#3 disajikan pada Tabel 5.3.

sebagai berikut :
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Tabel 5.3.
Ringkasan Estimasi Penerimaan Pajak Reklame (Model III)
LP.y = f (LLI, LIPD)

Variabel Koefisien t-hitung { Probabilitas- | Keputusan Pembuktian
regresi Signifikansi
Indep. Var.:
LLi -0,047498 -0,2553 0,801 Ho diterima | H.3.1. tidak terbukti
LIPD 23.463 10,13 0,000 Ho ditolak H.3.3. terbukti
Constant -301,98 -9,620 0,000
R’ 10,8512 ]
F-hitung 151,475 F-taboa 5% : 24,6 (signifikan)
DW 11,6138  Kesimpulan : bebas autokorelasi
N 121
2 Var.Indep Signifikan :1dari2

Keterangan : Ho ditolak pada alpha 5%.

Rincian uji penyimpangan asumsi klasik terhadap hasil estimasi dari

model I1I adalah sebagai berikut ;

1)

2)

3)

Uji Multikolinearitas

Koefisien korelasi antar variabel independen rendah (< 0,50).
Kesimpulan : tidak terjé.di multikolinear (lihat Lampiran 7).

Uji Heteroskedastisitas

Hasil regresi residual kuadrat terhadap variabel independen tidak ada
variabel independen yang signifikan pada alpha 5%. |
Kesimpulan : tidak terdapat heteroskedastisitas (lihat Lampiran 8).
Uji Autokorelasi

Nilai DW hitung = 1,6138

Nilai DW tabel = dL = 1,13 ; dU = 1,54 (n = 21, variabel bebas = 2)
Tidak terjadi autokorelasi, jika dU < d-hitung <4 —dU

1,54 <1,6138 < 2,46

Kesimpulan : tidak terjadi autokorelasi.
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Hipotesis yang menyatakan bahwa laju inflasi berpengaruh negatif,
sedangkan jumlah industri, jumlah penduduk dan jumlah petugas pajak
berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame, tidak dapat
dilakukan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh adanya multkolinearitas
yang tinggi di antara variabel independen, di mana pada Sk#1 variabel LJI
dengan LIPD berkorelasi tinggi yaitu sebesar 0,97. Karena LJI mempunyai
nilai t yang lebih rendah daripada LJPD, maka variabel LJI dikeluarkan dari
model. Pada Sk#1 diperoleh nilai R sebesar 0,8999. Selanjutnya pada Sk#2
dengan dikeluarkannya variabel LJI nilai R? menurun menjadi 0,8652 dan
dari matriks koefisien korelasi menunjukkan bahwa variabel LIPD dan LJPP
berkorelasi sebesar 0,57 sehingga variabel LJPP dikeluarkan dari model
karena mempunyai nilai t yang lebih rendah, Dilanjutkan Sk#3 dengan
keluarnya variabel LIPP nilai R* menjadi 0,8512. Pada Sk#3 ini sudah tidak
ada variabel independen yang berkorelasi tinggi kemudian dilanjutkan
dengan uji penyimpangan asumsi klasik. Hési]nya model tersebut bebas dari
multikoliearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingga dapat
dianggap sebagai model yang terbaik. Dari nilai R?> menunjukkan bahwa
85,12% variabel LPREK dabat dijelaskan oleh variabel LLI dan LIPD
sedangkan 14,88% oleh faktor lain di luar model. Konsekuensi adanya
multikolinearitas tersebut menyebabkan pengujian hipotesis yang berkaitan
dengan variabel yang dikeluarkan dari model tidak dapat dilakukan.

Uji kesesuaian tanda ménunjukkan bahwa LLI berpengaruh negatif

dan LIPD berpengaruh positif terhadap dependen variabelnya. Hal ini
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membuktikan bahwa hasil empirisnya memenuhi harapan teorinya. Dari
é.spek kuatnya pengaruh menunjukkan bahwa LJPD berpengaruh secara
signifikan pada alpha 5% dengan p-value 0,00. Sedangkan LLI (probabilitas:
0,801) dapat dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
penerimaan pajak reklame.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah penduduk
berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame terbukti, sedangkan
hipotesis yang menyatakan bahwa laju inflasi berpengaruh negatif terhadap
penerimaan pajak reklame tidak terbukti.

Jumlah penduduk secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan
pajak reklame. Jumlah penduduk dengan koefisien elastisitas sebesar 23,463
dapat diinterpretasikan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk
sebesar 1% akan mendorong meningkatnya penerimaan pajak reklame
sebesar 23,5% dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah. Jadi
perubahan jumlah penduduk relatif elastis terhadap penerimaan pajak
reklame. Dari hasil estimasi menunjukkan bahwa laju inflasi tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.

Hasil analisis tersebut sesuai dengan harapan teori bahwa jumlah
penduduk berpengaruh kuat terhadap penerimaan pajak reklame, di mana
penduduk merupakan pasar potensial bagi hasil produksi barang dan jasa
dan kecendrungan pemasang iklan adalah pada pasar potensial. Jika ditinjau
melalui subyeknya, maka subyek pajak reklame adalah orang/pribadi yang

melakukan penyelenggaraan reklame (PP No.65/2001). Motivasi untuk
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menyelenggarakan reklame adalah besarnya potensi pasar. Semakin besar
jumlah penduduk berarti pasar semakin potensial sehingga semakin besar

pula minat untuk memasang reklame.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
Penerangan Jalan

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan
diestimasi ke dalam 3 skenario untuk mendapatkan model regresi terbaik
(best fit) sebagai berikut :

Sk#1: InPpi = & + &y InLIL + 6 InPK; + & InJPL; + & InJPPy + uy ...(5.15)
Sk#2: 1nPppit = &, + &; InLI; + & InJPLy + 3 InJPP; -+ u, i 3.16)
Sk#3: InPppje = & + & InLIe+ S InJPLy+ e covnnvnniiiiiene 5.17)

Hasil estimasi Sk#1 dan Sk#2 menunjukkan bahwa model! tidak lolos
uji multikolinearitas, di mana beberapa variabel bebas terjadi multikolinear
yang tinggi (lihat Lampiran 7). Sehingga dalam Sk#3 variabel LPK dan
LIPP dikeluarkan. Estimasi menggunakan model Sk#3 ternyata memberikan
hasil yang lebih baik di mana model tersebut lolos uji multikolinear,
heteroskedastisitas dan autokorelasi, Dengan demikian mode! Sk#3 adalah
model yang dipakai. Ringkasan hasil estimasi model Sk#3 disajikan pada

Tabel 5.4. sebagai berikut :
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Tabel 5.4.

Ringkasan Estimasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Model 1V)

LP,,; = f (LLL LJPL)

Variabel Koefisien t-hitung | Probabilitas- | Keputusan Pembuktian
regresi Signifikansi
Indep.Var.:
LLI -0,017301 -0,1969 0,346 Ho diterima | H.4.1. tidak terbukti
LJPL 1,7780 33,57 0,000 Ho ditolak | H.4.3. terbukti
Constant 1,4680 2,353 0,021
R* 10,9843
F-hitung 563,627 F-tabo5% 24,6 (signifikan)
DW 11,7550  Kesimpulan : bebas autokorelasi
N :21
% Var.Indep Signifikan 10,9843

Keterangan : Ho ditolak pada alpha 5%.

Ringkasan uji penyimpangan asumsi klasik terhadap hasil estimasi

dari model IV adalah sebagai berikut :

1)

2)

3

Uji Multikolinearitas

Koefisien korelasi antar variabel independen rendah (< 0,50).
Kesimpulan : tidak terjadi multikolinear (lihat Lampiran 7).

Uji Heteroskedastisitas

Hasil regresi residual kuadrat terhadap variabel independen tidak ada
variabel independen yang signifikan pada alpha 5%.

Kesimpulan : tidak terdapat heteroskedastisitas (lihat Lampiran 8).
Uji Autokorelasi

Nilai DW hitung = 1,7550

Nilai DW tabel = dL = 1,13 ; dU = 1,54 (n = 21, variabel bebas = 2}
Tidak terjadi autokorelasi, jika dU < d-hitung <4 —dU

1,54 < 1,7550 < 2,46

Kesimpulan : tidak terjadi autokorelasi.
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enyatakan bahwa laju inflasi
perkapita, jumlah pelanggan

h positif terhadap penerimaan

pajak penerangan jalan, tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Hal ini

disebabkan oleh adanya multkolinearitas di

antara variabel independen, di

mana pada Sk#1 variabel LPK dengan LJPL pberkorelasi tinggi yaitu sebesar

0,93. Karena LPK mempunyai nilai t yanilebih rendah daripada LIJPL,

maka variabel LPK dikeluarkan dari model.

R? sebesar 0,9843. Selanjutnya pada Sk#2 d

ada skenario 1 diperoleh nilai

engan dikeluarkannya variabel

LPK nilai R? tetap scbesar 0,9843 dan dari matriks koefisien korelasi
menunjukkan bahwa variabel LJPL dan LJPP berkorelasi sebesar 0,63
sehingga variabel LIPP dikeluarkan dari model karena mempunyai nilai t

yang lebih rendah. Dilanjutkan Sk#3 dengan keluarnya variabel LIPP nilai

R? tetap sebesar 0,9843. Pada Sk#3 ini sudah tidak ada variabel independen

yang berkorelasi tinggi kemudian selanjutny

asumsi klasik. Hasilnya model tersebut

heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingg

/a dilakukan uji penyimpangan
bebas dari multikoliearitas,

a dapat dianggap sebagai model

yang terbaik. Nilai R? menunjukkan bahw

a 98,43% variabel LPPJ dapat

dijelaskan oleh variabel LLI dan LIPL sedangkan sisanya 1,57% oleh sebab
lain di luar model. Konsekuensi adanya multikolinearitas tersebut
menyebabkan pengujian hipotesis yang berkaitan dengan variabel yang

dikeluarkan dari model tidak dapat dilakukan.
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Uji kesesuaian tanda menunjukkan bahwa LLI berpengaruh negatif
sedangkan LJPL berpengaruh positif. Hal ini membuktikan bahwa hasil
empirisnya adalah memenuhi harapan teorinya. Dari aspek kuatnya
pengaruh menunjukkan bahwa LJPL berpengaruh secara signifikan pada
alpha 5% dengan p-value 0,00, sedangkan LLI (probabilitas : 0,846) dapat
dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan
pajaknya.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah pelanggan
listrik berpengaruh positif tc.rhadap penerimaan pajak penerangan jalan
terbukti, sedangkan hipotesis yang menyatakan bahwa Iaju inflasi
berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penerangan jalan tidak
terbukti.

Secara teoritis penerimaan pajak penerangan jalan dipengaruhi oleh
jumlah pelanggan listrik. Hasil estimasi menunjukkan koefisien elastisitas
sebesar 1,7780. Artinya setiap peningkatan jumlah pelanggan listrik 1%
akan mendorong meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan sebesar
1,78% dengan asumsi faktor lain tidak berubah. Dengan demikian
perubahan jumlah pelanggan listrik relatif elastis terhadap penerimaan pajak
penerangan jalan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa laju inflasi tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.
Hal ini mungkin disebabkan karena penerimaan pajak penerangan jalan

secara nominal mengikuti perkembangan aktivitas perekonomian.
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Dengan demikian secara empiris penerimaan pajak penerangan jalan
sangat dipengaruhi oleh jumlah pelanggan listrik sesuai dengan harapan
teori mengingat pelanggan listrik merupakan subyek pajak penerangan jalan
(PP No.65/2001). Disamping itu realitas juga menunjukkan bahwa 77%
penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang berasal dari pajak

penerangan jalan.

5.5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Parkir
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir

diestimasi dari model V sebagai berikut :
InPpart = & + & InLL + &2 InPK, + & InJK;+ & InJPPi+ vy ovenennen.n. (5.18)
Estimasi menggunakaﬁ model tersebut di atas ternyata sudah
memberikan hasil yang baik di mana model tersebut lolos uji multikolinéar,
heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dengan demikian tidak perlu dicoba
dengan skenario lain. Ringkasan hasil estimasi disajikan pada Tabel 5.5. di

bawah ini :
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Tabel 5.5,
Ringkasan Estimasi Penerimaan Pajak Parkir (Model V)
LP,, = f (LLI, LPK, LJK, LIPP)
Variabel Koefisien t-hitung | Probabilitas- | Keputusan Pembuktian
regresi Signifikansi
Indep.Var.:
LLI -0,11445 -(3,6849 0,503 Ho diterima | H.5.1. tidak terbukti
LPK 1,0231 8,071 0,000 Ho ditolak | H.5.2. terbukti
LIK 0,079616 0,5518 0,589 Ho diterima | 1.5.3. tidak terbukti
LJPP 1,4964 2,085 0,053 Ho ditolak | H.5.4. terbukti
Constant -4,6872 -1,240 0,233
R* : 0,8926
F-hitung 133,257  F-tabo 5%  : 8,70 (signifikan)
DW 11,8250  Kesimpulan : bebas autokorelasi
N 121
Z Var.Indep Signifikan 12 dari 4

Keterangan : Ho ditolak pada alpha 5%.

Rincian uji penyimpangan asumsi klasik terhadap estimasi dari model

V adalah sebagai berikut :

1) Uji Multikolinearitas

Koefisien korelasi antar variabel independen rendah (< 0,50).

Kesimpulan : tidak terjadi multikolinear (lihat Lampiran 7).

2) Uji Heteroskedastisitas

Hasil regresi residual kuadrat terhadap variabel independen tidak ada

variabel independen yang signifikan pada alpha 5%.

Kesimpulan : tidak terdapat heteroskedastisitas (lihat Lampiran 8).

3) Uji Autokorelasi

Nilai DW hitung = 1,8250

Nilai DW tabel = dL = 0,93 ; dU= 1,41 (n =21, variabel bebas = 4)

Tidak terjadi autokorelasi, jika dU < d-hitung <4 — dU

1,81 <1,8250 < 2,19

Kesimpulan : tidak terjadi autokorelasi.

[

T A e e 4 e e




88

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model tersebut
bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nilai R?
sebesar 0,8926 dapat diartikan bahwa 89,26% variabel LPPAR dapat
dijelaskan oleh variabel LLI, LPK, LJK dan LJPP, sedangkan sisanya
sebesar 10,74% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Uiji kesesuaian tanda menunjukkan bahwa LLI berpengaruh negatif,
sedangkan LPK, LJK dan LJPP berpengaruh positif. Hal ini membuktikan
bahwa hasil empirisnya adalah memenuhi harapan teorinya. Dari aspek
kuatnya pengaruh menunjukkan bahwa LPK dan LJPP berpengaruh secara
signifikan pada alpha 5% dengan p-vaiue masing-masing sebesar 0,00 dan
0,05, sedangkan LLI (probabilitas : 0,503) dan LJK (probabilitas : (,589)
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajaknya.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan
perkapita dan jumlah petugas pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan
pajak parkir terbukti, sedangkan hipotesis yang menyatakan bahwa laju
inflasi negatif dan jumlah kendaraan berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak parkir tidak terbukti.

Secara teoritis penerimaan pajak parkir dipengaruhi oleh laju inflasi,
pendapatan perkapita, jumlah kendaraan dan jumlah petugas pajak. Adapun
secara empiris pendapatan perkapita dan jumlah petugas pajak secéra
signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak parkir. Besarnya
koefisien elastisitas pendapatan perkapita dari hasil estimasi sebesar 1,0231

dapat diinterpretasikan bahwa dengan meningkatkan pendapatan perkapita
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sebesar 1% akan mendorong meningkatnya penerimaan pajak parkir sebesar
1,02% dengan asumsi faktor lain tidak berubah. Yadi perubahan pendapatan
perkapita relatif elastis terhadap penerimaan pajak parkir. Koefisien
elastisitas jumlah petugas pajak sebesar 1,4964 dapat diartikan bahwa
dengan kenaikan jumlah petugas pajak sebesar 1% boleh jadi akan
meningkatkan penerimaan pajak parkir sebesar 1,5% dengan asumsi faktor-
faktor lain tidak berubah. Atau dapat dikatakan perubahan jumlah petugas
pajak relatif elastis terhadap penerimaan pajak parkir,

Laju inflasi (probabilitas : 0,503) dan jumlah kendaraan (probabilitas :
0,589) sesuai hasil estimasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
penerimaan pajaknya. Hal ini mungkin karena jumlah kendaraan memang
secara potensial merupakan obyek pajak parkir tetapi secara riil belum tentu
menghasilkan pajak parkir. Karena tidak setiap kendaraan memerlukan jasa
parkir tergantung kebutuhannyé. Kemungkinan masih ada variabel lain yang
menghubungkan antara jumlah kendaraan dan penerimaan pajak parkir.
Mungkin pada tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan
tingkat mobilitas penduduk yang tinggi pada pusat-pusat kegiatan ekonomi
sehingga memerlukan jasa parkir.

Analisis tersebut di atas menunjukkan bahwa pendapatan perkapita dan
jumlah petugas pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak parkir
sebagaimana yang diharapkan oleh teori, karena pendapatan perkapita
terkait dengan tingkat kegiatan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan jumlah

petugas memang diperlukan untuk memungut pajak parkir. Kuatnya
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pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak parkir yang
merupakan salah satu jenis pajak daerah mendukung penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain Lains (1985) yang menemukan
bahwa rendahnya penerimaan pajak daerah di Indonesia erat kaitannya
dengan rendahnya pendapatan masyarakat, Sriyana (1999) menemukan
bahwa pendapatan perkapita dan jumlah penduduk merupakan variabel yang
cukup penting menentukan pajak daerah. Untuk itu upaya peningkatan
penerimaan pajak parkir dapat dilakukan melalvi usaha-usaha ke arah
peningkatan pendapatan masyérakat. Disamping itu pelayanan parkir perlu
lebih ditingkatkan khususnya keamanan dan kenyamanan sehingga

pengguna jasa parkir tanpa rasa khawatir dapat meninggalkan kendaraannya.

5.6. Faktor-faktor Dominan Yang Berpengaruh Terhadap
Penerimaan Pajak Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah diestimasi
ke dalam 6 skenario untuk memperoleh model regresi terbaik (best fif)
sebagai berikut :

‘Sk#l: InPPD; = ¢gp+ ¢;In LI + @21n PK; + ¢3in TW; + gyIn JTH,
+ ¢sln JPDy + ¢gln I, + ¢7In JK; + ¢gln JPL,

+ ¢9In JPPt+ut .......................................... (519)
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Sk#3: INPPD = ¢, + ¢ InLL + ¢ [nJW, + ¢ InJK, + ¢ InJPL,
5 ITPPy A+ Ug e (5.21)
Sk#4: lnPPDt= ¢o + @1 InLIL + ¢ InJK; + ¢s InNJPL, + ¢4 InJPP; + u, ... (5.22)
Ski#5: InPPD = ¢, + ¢ InLL; + ¢ InJPL¢ + g3 InJPPe+ Up v (5.23)
Sk#6: InPPD = ¢ + ¢ InLLi+ ¢ InJPLi+ U covenvniiiiiinieeee (5.24)
" Hasil estimasi model Sk#1, Sk#2, Sk#3, Sk#4, dan Sk#5 menunjukkan
bahwa model tidak lolos uji multikolinearitas, di mana beberapa variabel

bebas terjadi multikolinear yang tinggi (lihat Lampiran 7). Oleh karena itu

dalam Sk#6 variabel LPK, LJW, LJH, LJPD, LH, LJK dan LJPP

~ dikeluarkan. Estimasi menggunakan model Sk#6 ternyata memberikan hasil

yang lebih baik di mana model tersebut lolos uji multikolinear,
heteroskedastisitas dan autokérelasi. Dengan demikian model Sk#6 adalah
model yang dipakai. Ringkasan hasil estimasi model Sk#6 disajikan pada
Tabel 5.6. sebagai berikut :

Tabel 5.6.

Ringkasan Estimasi Penerimaan Pajak Daerah (Model VI)
LPPD = f (LLI, LJPL)

Variabel Koefisien t-hitung | Probabilitas- ;| Keputusan Pembuktian
regresi Signifikansi
Indep.Var.:
LL1 -0,019135 -0,2704 0,790 Ho diterima | H.6.1. tidak
terbukti
LJPL 1,5073 35,34 0,000 Ho ditolak | H.6.8. terbukti
Constant 4,5984 9,861 0,000
R* 10,9858
F-hitung 624,48 F-tab o 5%  : 24,6 (signifikan)
DW :1,5850  Kesimpulan : bebas autokorelasi
N 121
% Var.Indep Signifikan :1dari2

Keterangan : Ho ditolak pada alpha 5%.
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Rincian uji penyimpangan asumsi klasik terhadap hasil estimasi dari
model VI adalah sebagai berikut :
1) Uji Multikolinearitas
Koefisien korelasi antar variabel independen rendah (< 0,50).
Kesimpulan : tidak terjadi multikolinear (lihat Lampiran 7).
2) Uji Heteroskedastisitas
Hasil regresi residual kuadrat terhadap variabel independen tidak ada
variabel independen yang signifikan pada alpha 5%.
Kesimpulan : tidak terdapat heteroskedastisitas (lihat Lampiran 8).
3) Uji Autokorelasi
Nilai DW hitung = 1,5850
Nilai DW tabel = dL = 1,13 ; dU = 1,54 (n = 21, variabel bebas = 2)
Tidak terjadi autokorelasi, jika dU < d-hitung <4 — dU
1,54 < 1,5850 < 2,46
Kesimpulan : tidak terjadi autokorelasi.

Pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa laju inflasi
berpengaruh negatif, sedangkan pendapatan perkapita, jumlah wisatawan,
jumlah hotel, jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah kendaraan, jumlah
pelanggan listrik dan jumlah petugas pajak berpengaruh positif terhadap
penerimaan pajak daerah, tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Hal ini
disebabkan oleh adanya multkolinearitas di antara variabel independen, di
mana pada Sk#1 variabel LPK berkorelasi tinggi dengan LJH dan LJPD,
variabel LJPD berkorelasi tinggi dengan LJPL dan LJPP. Sesuai prosedur

maka variabel LPK dan LJPD dikeluarkan dari model. Kemudian pada
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Sk#2, variabel LTH dengan LJK berkorelasi tinggi, demikian pula variabel
LJI dengan LJPL, maka variabel LJH dan LJI dikeluarkan dari model.
Estimasi dengan model Sk#3 variabel LYW berkorelasi tinggi dengan LJK
dan LJPL maka variabel LJW dikeluarkan. Selanjutnya pada Sk#4 LJK dan
LJIPL berkorelasi tinggi sehingga variabel LJK dikeluarkan‘ dari model.
Estimasi pada Sk#5 masih dijumlah variabel yang berkorelasi tinggi yaitu
LJPP dengan LJPL maka LIPP dikeluarkan dari model. Selanjutnya estimasi
menggunakan model Sk#6 menunjukkan sudah tidak ada variabel
independen yang berkorelasi tinggi kemudian selanjutnya dilakukan uji
penyimpangan asumsi klasik. Hasilnya model tersebut bebas dari
multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingga dapat
dianggap sebagai model yang terbaik. Nilai R? sebesar 0,9858 dapat
dikatakan bahwa 98,58% variabel LPPD dapat dijelaskan oleh variabel LLI
dan LJPL sedangkan sisanya sebesar 1,42% oleh faktor-faktor lain di luar
model.

Konsekuensi adanya multikolinearitas tersebut menyebabkan
pengujian hipotesis yang berkaitan dengan variabel yang dikeluarkan dari
model tidak dapat dilakukan.

Uji kesesuaian tanda menunjukkan bahwa LLI berpengaruh negatif
sedangkan LJPL berpengaruh fJositif terhadap dependen variabelnya. Hal ini
membuktikan bahwa hasil elﬁpirisnya adalah memenuhi harapan teorinya.
Dari aspek kuatnya pengaruh menunjukkan bahwa LIPL berpengaruh secara
signifikan pada alpha 5% dengan p-value 0,00, sedangkan LLI (probabilitas
: 0,79) dapat dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

penerimaan pajak daerah.
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Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah pelanggan
listrik berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah terbukti,
sedangkan hipotesis yang menyatakan bahwa laju inflasi berpengaruh
negatif terhadap penerimaan pajak tidak terbukti.

Penerimaan pajak daerah secara signifikan dipengaruhi oleh jumlah
pelanggan listrik. Hasil estimési menunjukkan koefisien elastisitas sebesar
1,5073. Ini dapat diinterpretasikan bahwa dengan meningkatnya jumlah
pelanggan listrik 1% akan mendorong meningkatnya penerimaan pajak
daerah sebesar 1,50% dengan asumsi faktor lain tidak berubah. Jadi
perubahan jumlah pelanggan listrik relatif elastis terhadap penerimaan pajak
daerah. Dari hasil estimasi ternyata laju inflasi tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini mungkin disebabkan
penerimaan pajak daerah secara nominal mengikuti perkembangan aktivitas
perekonomian. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggan listrik
sangat berpengaruh terhadap total penerimaan pajak daerah. Hal ini wajar
mengingat sumbangan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak
daerah yang cukup besar, yaitu rata selama 10 tahun terakhir sebesar 77%.
Namun demikian harus diinterpretasikan secara hati-hati dan tidak dapat
langsung diartikan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang
hanya dipengaruhi oleh pajak penerangan jalan saja, mengingat pajak daerah
merupakan gabuﬁgan dari beberapa jenis pajak daerah.

Variabel-variabe!l yang secara siginifikan berpengaruh terhadap masing-

masing jenis pajak daerah dapat diringkas seperti tabel di bawah ini :
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Tabel 5.7.
Ringkasan Variabel Independen Yang Berpengaruh Signifikan
Terhadap Variabel Dependen

Variabel Variabel Koefisien | Urutan besarnya
Dependen Independen regresi Pengaruh
¢ Penerimaan Pajak | » Pendapatan perkapita 1,5048 5
Hotel & Restoran | ¢ Jumlah wisatawan 0,34685 8
» Penerimaan Pajak | ¢ Jumlah penduduk 8,1262 2
Hiburan
s Penerimaan Pajak | ¢ Jumlah penduduk 23,463 1
Reklame
¢ Penerimaan Pajak | » Jumlah pelanggan listrik 1,7780 3
Penerangan Jalan
» Penerimaan Pajak | » Pendapatan perkapita 1,0231 7
Parkir ¢ Jumlah petugas pajak - 1,4965 6
¢ Penerimaan Pajak { ¢ Jumlah pelanggan listrik 1,5073 4
Daerah '

Sumber : hasil analisis

Jadi secara keseluruhan dari hasil analisis dan pembahasan dajaat
disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di
Kabupaten Semarang adalah : (1) jumlah penduduk, (2) jumlah pelanggan listrik,
(3) pendapatan perkapita, (4) jumlah petugas pajak, dan (5) jumlah wisatawan,
Sedangkan yang mempunyai pengaruh ganda dalam arti mempengaruhi lebih dari

satu jenis penerimaan pajak adalah jumlah penduduk dan pendapatan perkapita.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sesuai tujuan
penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berpengaruh dominan terhadap penerimaan pajak
daerah adalah : (1) jumlah penduduk, (2) jumlah pelanggan listrik, (3)
pendapatan perkapita, (4) jumlah petugas pajak, dan (5) jumlah
wisatawan.

2. Peningkatan jumlah pelanggan listrik akan memberikan efek yang besar
terhadap peningkatan penérimaan pajak daerah; Hal ini dapat kita lihat
dari elastisitas jumlah pelanggan listrik yaitu 1,78% terhadap penerimaan
pajak penerangan jalan dan 1,5% terhadap total penerimaan pajak
daerah. Besaran tersebut jika kita kaitkan dengan kontribusi penerimaan
pajak penerangan jalan yang tinggi yaitu rata-rata sebesar 77% dari total
penerimaan pajak daerah selama 10 tahun terakhir, maka akan
menghasilkan peningkatan yang cukup tinggi.

3. Peningkatan pendapatan perkapita berpengaruh positif baik terhadap
penerimaan pajak hotel dan restoran maupun terhadap penerimaan pajak
parkir. Karena mempunyai pengaruh ganda maka akan memberikan
peningkatan yang relatif tinggi terhadap penerimaan pajak daerah.
Demikian pula penambahan petugas pajak khususnya yang menangani

parkir akan meningkatkan penerimaén pajak daerah.
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4, Peningkatan jumlah wisatawan mempunyai pengaruh positif terhadap
penerimaan pajak hotel dan restoran. Walaupun elastisitasnya relatif
kecil yaitu sebesar .0,35% tetapi jika dikaitkan dengan kontribusi pajak
hotel dan restoran selama 10 tahun terakhir rata-rata sebesar 11,71%
terhadap total penerimaan pajak daerah, maka akan memberikan efek

peningkatan pajak daerah yang relatif besar.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten
Semarang antara lain :

1. Meningkatkan jumlah pelanggan listrik melalui peninjauan kembali
kebijakan tentang pemasangan listrik baru yang mengharuskan dengan
daya minimum 900 watt, karena kebijakan tersebut kurang realistis jika
dikaitkan dengan masyarakat Kabupaten Semarang yang sebagian bésar
tinggal di pedesaan dengan kemampuan dan kebutuhan energi listrik
yang relatif kecil.

2. Memberikan berbagai kemudahan bagi investor yang akan menanamkan
modalnya di Kabupaten Semarang sehingga akan memberikan dampak
positif bagi pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan

berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.
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3. Perlu upaya-upaya untuk menarik wisatawan berkunjung di Kabupaten

Semarang. Upaya untuk menarik wisatawan dapat dilakukan antara lain
melalui pembenahan tempat-tempat wisata, pembangunan tempat-tempat
wisata baru, menggalakkan promosi, melakukan kerjasama dengan biro-
biro perjalanan, melakukan pembinaan terhadap pengusaha hotel dan
restoran, dan lain-lain. Pembangunan bidang pariwisata ini merupakan
tantangan berat bagi Kabupaten Semarang, karena berdasarkan analisis
LQ sektor perdagangan,‘hotel dan restoran mempunyai nilai LQ<I

artinya belum merupakan sektor unggulan.

. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir perlu segera

diselesaikan dan direalisasikan. Pemberlakukan pajak tersebut perlu
dibarengi dengan penambahan personil Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Semarang yang menangani bidang perparkiran khususnya
yang ada di lapangan. Disamping itu pelayanan jasa parkir kepada
masyarakat pertu diting:katkan khususnya peningkatan rasa aman dan
nyaman, sehingga masyarakat dapat merasa tenang meninggalkan

kendaraannya di tempat parkir.

. Jumlah penduduk memang berpengaruh secara signifikan terhadap

penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame. Namun demikian pada
masa mendatang kedua jenis pajak tersebut tidak dapat diandalkan

sebagai sumber penerimaan daerah. Hal ini disebabkan oleh semakin
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meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki video dan televisi
serta semakin maraknya acara-acara sinetron vyang dapat dinikmati
masyarakat, menyebabkan tempat-tempat hiburan sepi pengunjung,
bahkan akhir-akhir ini sudah banyak gedung bioskop yang gulung tikar.
Dengan demikian pemasukan pajak hiburan menjadi semakin rendah.
Demikian juga sejalan dengal; pesatnya kemajuan teknologi banyak
media reklame yang lebih efektif seperti penyelenggaraan reklame
melalui internet, televisi, radio, surat kabar dan sejenisnya. Media-media
tersebut tidak termasuk obyek pajak sebagaimana ditetapkan dalam PP
65/2001, akibatnya penerimaan pajak reklame semakin menurun.
Kecilnya penerimaan ke(_iua jenis pajak ini dapat kita lihat dari
kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah selama 10 tahun
terakhir, yaitu rata 2,32% untuk pajak hiburan dan 1,90% untuk pajak
reklame (lihat Tabel 1.5).

. Sistem pemungutan pajak hotel dan restoran serta pajak reklame yang
selama ini memakai sistem penetapan pajak terhutang oleh Dinas
Pendapatan Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) perlu dicoba
dengan sistem lain yaitu wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dan
secara insidentil dilakukan pengecekan di tempat wajib pajak. Jika
terbukti keterangan yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak benar perlu

diterapkan sanksi yang tegas, sehingga menimbulkan efek jera baik bagi
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wajib pajak yang bersangkutan maupun wajib pajak lainnya. Langkah ini

perlu dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

6.3. Limitasi Studi

Beberapa limitasi yang perlu diketengahkan dari penelitian ini antara
lain :

1. Studi terdahulu dengan topik pajak daerah belum banyak ditemui
khususnya yang mengidehtiﬁkasi sampai ke masing-masing jenis pajak
daerah, Model dikembangkan dari studi yang sudah ada dengan variabel
yang terbatas ditambah variabel baru berdasar subyek dan obyek pajak
sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga studi ini mungkin
masih perlu dielaborasi dan diperdalam lagi dengan penelitian-penelitian
lanjutan.

2. Jumlah observasi pada penelitian ini adalah terbatas (N = 21). Hal ini
disebabkan karena terbatasnya ketersediaan data. Di masa'yang akan
datang bila ada pihak yang akan meneliti hal serupa diharapkan bisa
memakai serial waktu yang lebih besar.

3. Studi ini menerapkan teknik analisis yang bersifat kuantitatif, sehingga
fenomena yang sifatnya kualitatif belum dapat diakomodasi dalam
model pada penelitian ini. Keterbatasan ini perlu mendapatkan perhatian
dan menjadi masukan bagi pihak yang berkompeten dalam

menginterpretasi dan mengaplikasikan mode! penelitian ini.
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